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ABSTRAK 
Nama : Nurul Karimah 
NIM : 10800113126 
Judul : Implementasi Sistem Electronic Audit Berdasarkan Aspek Persepsi 
Kegunaan dan Kemudahan Pengguna di Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Barat (Studi Kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Barat) 
 
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah memahami implementasi Electronic 
Audit dalam meminimalisir fraud berdasarkan aspek perceived usefulness dan ease of 
use. Pokok masalah tersebut kemudian dirincikan ke dalam pertanyaan penelitian, 
yaitu: 1) Bagaimanakah peran perceived usefulness dan ease of use dalam 
meningkatkan efektivitas sistem E-Audit?; 2) Bagaimanakah dampak penggunaan 
teknologi baru terhadap kinerja auditor dalam mengoptimalkan proses audit? 
Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan paradigm 
interpretatif. Adapun sumber data dari penelitian ini berasal dari beberapa informan 
yang berprofesi sebagai auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara mendalam dan internet browsing. Lalu, untuk teknik 
pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yakni: reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu sistem yang baik 
tergantung pada tingkat keyakinan pengguna pada sistem teknologi tersebut. Dengan 
keyakinan pengguna pada sistem E-Audit khususnya auditor yang diberi tugas dalam 
mengaudit suatu laporan keuangan pemerintahan akan mempermudah pekerjaannya 
serta meningkatkan pengawasan terhadap penyimpangan bila terjadi kecurangan 
(fraud). Pemanfaatan teknologi dalam proses audit ini tidak terlepas dari persepsi 
pengguna atas kemudahan penggunaan sistem serta kegunaan atau manfaat dari sistem 
itu sendiri. 
 
Kata Kunci: E-Audit, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
BPK adalah sebuah badan independen yang dibentuk oleh pemerintah sebagai 
lembaga pemeriksa keuangan negara dan mengaudit keuangan pejabat, baik di tingkat 
pusat maupun di tingkat daerah (Suseno, 2010). Sesuai dengan salah satu rencana 
strategis BPK-RI yang tercantum dalam Rencana Strategis BPK periode 2011-2015 
yaitu mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil 
pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, 
BPK terus berupaya memaksimalkan tugas pemeriksaaan pengelolaan, dan 
pertanggungjawaban keuangan negara (Pradita, 2013). Mengacu dari UU No 17 Tahun 
2003 tentang reformasi keuangan negara yang telah menetapkan asas pengelolaan 
keuangan negara yang akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, 
keterbukaan, serta pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan 
mandiri. Afrizal (2014) dan Citra berpendapat bahwa Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) RI sebagai instansi yang terkait merespon dengan mengeluarkan sebuah 
program yang bernama BPK Sinergi yang ditetapkan oleh Kebijakan Pimpinan BPK 
periode 2009-2014 dan menyusun Rencana Strategis BPK 2011-2015 yang salah satu 
isinya menyebutkan tentang penerapan E-Audit, dimana teknologi informasi menjadi 
landasan terhadap proses pelaksanaan audit. Purnomo (2011), Pradita (2013) dan Rauf 
dkk juga memiliki pandangan yang sama bahwa BPK-RI dibentuk untuk melakukan 
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pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sejak tahun 2010, 
BPK telah menetapkan suatu pembaharuan dalam melaksanakan tugas sebagai 
pemeriksa kinerja lembaga negara baik pusat maupun daerah. Pembaharuan tersebut 
memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mengaudit laporan keuangan audit 
pemerintah dengan suatu sistem baru yang diberi nama Electronic Audit (Nindyastuti 
dan Kiswara, 2014).  
BPK mencanangkan sistem E-Audit dengan memanfaatkan peran teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) yang akan mengubah paradigma dan proses kerja 
pemeriksaan. Sarana utama yang digunakan adalah Pusat Data BPK yang memiliki dua 
cabang yaitu e-BPK dan E-Auditee. Untuk menghubungkan dua cabang tersebut, 
digunakanlah strategi link and match data entitas berdasarkan skenario matching. 
Dengan fitur matching ini, data dari satu entitas akan terlihat suatu keterkaitannya 
dengan data dari entitas lain. Penerapan sistem E-Audit ini diharapkan dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan. Dengan perencanaan pemeriksaan 
yang lebih matang, pelaksanaan uji petik lebih cepat dan akurat. 
E-Audit adalah sebuah sistem yang memanfaatkan sinergi antara Sistem 
Informasi Internal BPK-RI (e-BPK) dengan Sistem Informasi Internal milik entitas 
pemeriksaan (E-Auditee) dimana sinergi ini membentuk sebuah komunikasi data secara 
online antara E-BPK dengan E-Auditee yang secara sistematis membentuk Pusat Data 
Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK (Pratama, 2013). 
Implementasi sistem informasi E-Audit akan mendorong pelaksanaan pemeriksaan 
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laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan secara lebih 
efektif dan efisien (Nurochman dkk). Berdasarkan pendapat Zamzami (2014), Darono 
(2014), Latif dkk (2012) dan Sutrisno (2014) mengacu pada kebijakan BPK RI, dapat 
disimpulkan bahwa pembangunan sebuah sistem yang akan mengubah paradigma 
terkait pemeriksaan dari suatu keharusan menjadi kebutuhan dimana E-Audit harus 
berhubungan dan sepadan antara entitas/obyek yang diperiksa dengan database BPK 
RI sehingga peran BPK RI akan semakin nyata sebagai pendorong/sinergi tata kelola 
pemerintahan yang baik. Konsep penerapan E-Audit yang diterapkan oleh BPK harus 
didukung dengan ketersediaan jaringan internet yang memadai dan sumber daya 
manusia yang memiliki pengetahuan di bidang komputer. Dengan memanfaatkan 
kemajuan Teknologi Informasi (TI), E-Audit dapat mendukung pelaksaan pemeriksaan 
yang lebih efektif dan efisien, terutama dari sisi pengumpulan dan pengolahan 
(pengujian transaksi) data untuk keperluan audit. E-Audit juga diharapkan dapat 
meminimalisir fraud guna meningkatkan akuntabilitas keuangan di lembaga negara. 
Menurut Agoes (2012:13) pemeriksaan berdasarkan sistem ini dikembangkan agar 
tercapainya tiga prinsip manajemen dalam audit yaitu ekonomis, efektivitas dan 
efisiensi. Auditor dalam suatu perusahaan berperan penting dalam memeriksa sistem 
informasi akuntansi pada perusahaan tersebut. Seorang auditor harus dapat memastikan 
apakah sistem informasi itu sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya atau malah 
melenceng dari kebijakan perusahaan. Menurut Godhue dalam Septiningtyas (2010) 
mengatakan bahwa keberhasilan suatu sistem informasi tergantung pada kemudahan 
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dan pemanfaatan pemakai sistem terhadap teknologi yang ada dalam sistem karena 
teknologi akan membantu individu dalam menyelesaikan tugasnya. 
Adanya sistem E-Audit yang menggunakan teknologi informasi dalam proses 
audit maka kompetensi auditor dalam mengaplikasikan sistem ini juga merupakan 
faktor yang berperan penting. Auditor harus mengubah kebiasaan dari sistem manual 
ke sistem yang terkomputerisasi. Davis et al., (1989) melakukan sebuah penelitian 
sehingga menghasilkan sebuah teori yang dikenal dengan TAM (Technology 
Acceptance Model) yang banyak digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan 
individu terhadap penggunaan teknologi informasi. Vankatesh dan Davis (2000) dalam 
Lucyanda (2010) mengatakan bahwa teori TAM merupakan keinginan perilaku 
individual untuk menggunakan suatu sistem ditentukan oleh dua keyakinan yaitu: (a) 
manfaat yang dirasakan (perceived usefulness) dan (b) kemudahan penggunaan 
(perceived ease of use). Arens (2011:423) juga menjelaskan bahwa pemanfaatan 
teknologi akan menimbulkan kebutuhan akan pengalaman dalam bidang teknologi 
informasi. 
Dalam Grand Design E-Audit BPK RI (2011), proyek percobaan untuk E-Audit 
akan dilaksanakan terutama untuk pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan 
menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara adalah suatu pemeriksaan yang 
bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah 
laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai 
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi 
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komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Saat ini, 
hampir 70% pemeriksaan yang ada di BPK merupakan pemeriksaan keuangan. 
Pemeriksaan keuangan BPK mengikuti standar auditing yang berlaku secara umum, 
sesuai yang dikemukakan oleh Arens (2010:97) bahwa tahapan audit meliputi 
perencanaan, pelaksanaan pengujian, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Dengan 
memanfaatkan sistem e-audit, pemeriksa dapat mengumpulkan data dari entitas ke 
pusat data, baik ketika proses pemeriksaan ataupun di luar proses pemeriksaan. Data 
tersebut dapat dimanfaatkan pemeriksa kapan pun. Pada pemeriksaan tertentu, 
pemeriksa sering membutuhkan data dari entitas lain untuk melakukan pengujian 
data/informasi sehingga diperlukan proses identifikasi keterkaitan data entitas. Dengan 
memanfaatkan sistem e-audit, data dan informasi yang diperlukan akan terkumpul di 
pusat data dalam waktu singkat dan data tersebut dapat dimanfaatkan lebih awal oleh 
pemeriksa sehingga dapat menghemat waktu pemeriksaan. Inisiatif e-audit juga dipicu 
oleh kebutuhan entitas atas tersedianya informasi hasil pemeriksaan BPK, baik 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). 
Selain itu, entitas juga memerlukan informasi tentang status tindak lanjut atas 
rekomendasi BPK (TLHP), sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang No. 15 Tahun 
2004. Hasil yang diharapkan dari implementasi sistem e-audit adalah peningkatan 
kinerja pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. 
Implementasi sistem E-Audit dilakukan secara bertahap mengacu pada grand 
design E-Audit dan peta jalan (road map) dimulai dari tahun 2010 hingga 2014. 
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Namun, pengembangan sistem informasi/teknologi informasi sebagai instrumen 
pendukung e-government di BPK telah dirintis jauh sebelumnya, dengan 
diterbitkannya SK Sekjen BPK No. 219/SK/VIII-VIII.3/8/2006 tentang Rencana 
Strategis (Renstra) TI TA 2006-2010. Terbitnya Renstra TI ini menunjukkan bahwa 
rintisan pengembangan dan pemanfaatan TI di BPK telah dilakukan jauh sebelum 
dimunculkannya rencana impelementasi sistem E-Audit. Ketua BPK RI, Hadi 
Poernomo (2011), menyatakan bahwa implementasi sistem E-Audit akan mampu 
mempercepat dan lebih mengefektifkan dan mengefisienkan tugas auditor BPK serta 
membantu monitoring dan melakukan pengendalian satuan kerja, program dan 
kegiatan yang ada untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Selain itu, sistem E-Audit 
juga mendorong BPK untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi auditornya, 
terutama di bidang komputerisasi dan komunikasi. 
Teknologi informasi saat ini memainkan peranan penting dalam mendukung 
pengambilan keputusan oleh manajemen. Dalam bidang akuntansi, perkembangan 
teknologi informasi memiliki dampak yang sangat signifikan, terutama terhadap sistem 
informasi akuntansi dalam suatu organisasi bisnis. Dampak yang nyata dirasakan 
adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual digantikan oleh 
komputer sebagai alat pemrosesan data. Teknologi memang merupakan suatu hal yang 
canggih tetapi dibalik kecanggihan tersebut terdapat kerentanan. Kerentanan teknologi 
ini dapat menjadi sebuah risiko yang harus diperhatikan oleh auditor dalam 
pengimplementasian E-Audit. Sesuai dengan definisi, audit adalah suatu proses 
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sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai 
pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk 
menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan pernyataan tersebut dengan kriteria-
kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai 
yang. Selanjutnya audit juga merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai 
informasi untuk menentukan dan melaporakan derajat kesesuaian antara informasi 
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, audit harus dilakukan oleh orang yang 
berkompeten dan independen. 
Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara teknologi 
komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, 
perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya. 
Selanjutnya, teknologi informasi dipakai dalam sistem informasi organisasi untuk 
menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. 
Sistem informasi dan teknologi informasi merupakan hal fundamental yang harus 
dimiliki untuk melakukan kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan 
(Lindawati dan irma 2012). Informasi yang dihasilkan dengan cara menggunakan 
teknologi (Computer Based Information System) haruslah dapat dipercaya agar 
nantinya dapat digunakan untuk menentukan kualitas kinerja suatu perusahaan atau 
organisasi. Keberhasilan dalam suatu sistem informasi bergantung pada bagaimana 
proses menjalankan sistem tersebut, kemudahan penggunaan sistem bagi pemakai,dan 
kemampuan pemakai sistem. 
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Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memaksa auditor untuk 
mengikutinya dalam hal audit laporan keuangan. Perkembangan teknologi memaksa 
auditor beralih dari sistem manual ke sistem yang terkomputerisasi yang menyebabkan 
adanya perbedaan dari segi pengumpulan data dan pengolahan data untuk membuat 
sebuah informasi. Dengan perkembangan teknologi auditor diharapkan bisa lebih 
efektif dan efisien dalam melaksanakan proses audit. Menurut Arens (2011) audit 
berbantuan komputer atau (Computer Assisted Audit Technicques) dibagi menjadi tiga 
pendekatan proses audit dengan komputer yaitu audit sekitar komputer (auditing 
around the computer), auditing melalui komputer (auditing through the computer), dan 
audit berbantuan komputer (auditing with computer). Menurut Bodnar dan Hapwood 
(1995) dalam Lucyanda (2010) mngatakan pengembangan TI memerlukan 
perencanaan dan implementasi yang baik dan hati-hati untuk menghindari adanya 
penolakan terhadap sistem yang dikembangkan dan ini sangat berhubngan dengan 
perubahan perilaku secara individual dalam melaksanakan pekerjaannya. 
Efektivitas penggunaan atau pengimplementasian teknologi sistem informasi 
dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari kemudahan pemakai dalam mengidentifikasi 
data, mengakses data dan menginterpretasikan data tersebut. Data dalam sistem 
informasi tersebut seharusnya merupakan data yang terintegrasi dari seluruh unit 
perusahaan atau organisasi sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan tugas 
dalam perusahaan. Jumlah sarana komputer dalam perusahaan juga sangat 
mempengaruhi dalam pencapaian efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi 
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dalam perusahaan. Dengan lebih banyak fasilitas pendukung yang disediakan bagi 
pemakai, maka akan semakin memudahkan pemakai mengakses data yang dibutuhkan 
untuk penyelesaian tugas individu dalam perusahaan atau organisasi. Diharapkan 
dengan penggunaan teknologi sistem informasi, individu dari perusahaan atau 
organisasi yang merupakan pemakai sistem tersebut dapat menghasilkan output yang 
semakin baik dan kinerja yang dihasilkan tentu akan meningkat. 
Kepercayaan terhadap sistem informasi dalam penggunaan sistem informasi itu 
sendiri sangatlah penting karena dengan adanya kepercayaan itu individu akan merasa 
yakin dalam melakukan pekerjaannya dan akan mendapat hasil yang maksimal. 
Kepercayaan adalah hal yang diperlukan bagi pemakai sistem informasi agar dia 
merasakan teknologi sistem informasi yang baru dapat meningkatkan kinerja individu 
dalam menjalankan kegiatan organisasi atau perusahaan. Goodhue dalam Jumaili 
(2005) mengajukan konstruk hubungan kecocokan tugas teknologi untuk dijadikan 
acuan evaluasi pemakai dalam sistem informasi. Dalam model ini dinyatakan bahwa 
pemakai akan memberikan nilai evaluasi yang tinggi (positif) tidak hanya dikarenakan 
oleh karakterisitik sistem yang melekat, tetapi lebih kepada sejauh mana sistem 
tersebut dipercaya dapat memenuhi kebutuhan tugas mereka dan sesuai dengan 
kebutuhan tugas mereka. 
Perkembangan sistem informasi (SI) membawa dampak yang besar terhadap 
kehidupan masyarakat, bangsa, serta negara. Tidak terkecuali perkembangan SI 
tersebut juga berdampak pada strategi dan metode pengelolaan keuangan negara. 
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Namun demikian, masyarakat menilai kinerja pengelolaan keuangan negara tidak 
semakin membaik paska reformasi, namun justru semakin menurun. Semakin 
menurunnya kepercayaan masyarakat tersebut menjadi tantangan bagi BPK RI untuk 
mengambil peran strategis dalam mewujudkan tata kelola dan tanggungjawab 
keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Menyadari hal tersebut BPK RI 
mengembangkan sistem informasi e-audit dengan strategi me-link and match-kan e-
BPK dan e-auditee. Implementasi sistem informasi e-audit akan mendorong 
pelaksanaan pemeriksaan laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 
dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Perubahan yang dilakukan BPK RI tersebut 
tidak hanya berpengaruh terhadap infrastruktur dan sarana/prasarana. Lebih jauh dari 
itu, perubahan tersebut dapat digolongkan dalam perubahan yang sifatnya second order 
karena akan berdampak pada strategi, iklim, perilaku, serta budaya organisasi. Namun 
demikian, data statistik menunjukkan bahwa lebih dari 70% perubahan yang sifatnya 
second order mengalami kegagalan. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas suatu sistem yang 
baik tergantung pada tingkat keyakinan pengguna pada sistem teknologi tersebut. 
Dengan keyakinan pengguna pada sistem E-Audit khususnya auditor yang diberi tugas 
dalam mengaudit suatu laporan keuangan pemerintahan akan mempermudah 
pekerjaannya baik pada suatu organisasi bisnis maupun sektor publik serta 
meningkatkan pengawasan terhadap penyimpangan bila terjadi kecurangan (fraud). 
Kesepakatan penerapan E-Audit dinyatakan dalam penandatanganan Nota 
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Kesepahaman dan Keputusan Bersama tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem 
Informasi untuk Akses Data. Sebagaimana yang diberitakan oleh Aprillia dalam media 
online VIVAnews edisi 24 Desember 2012, penandatanganan nota kesepahaman yang 
telah dilakukan BPK RI hingga November Tahun 2012 mencapai 726 entitas. Salah 
satu entitas yang melakukan penandatanganan tersebut adalah Provinsi Sulawesi Barat, 
maka dengan diterapkannya sistem E-Audit tersebut diharapkan dapat menjadi langkah 
awal untuk mengurangi praktik dan potensi korupsi (fraud) sehingga dapat 
meningkatkan akuntabilitas serta keefektifan pemeriksaan keuangan di Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Barat. Fraud merupakan suatu kondisi yang mungkin akan 
ditemukan oleh auditor dalam suatu proses audit. Auditor mungkin akan menemui 
berbagai temuan dan bentuk yang terjadi di lapangan. Bukan hanya itu mungkin auditor 
juga akan melihat berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan fraud 
serta siapa saja pelaku yang memungkinkan untuk melakukan fraud. Mengungkap 
terjadi atau tidaknya fraud merupakan salah satu tanggung jawab auditor dalam suatu 
asersi meski bukan tanggung jawab secara mutlak (Astuti, 2015). Dalam Alqur’an juga 
tercantum ayat yang melarang keras seseorang berlaku curang, seperti dalam Q.S Al-
Muthaffifin ayat 1: 
          
Terjemahannya: 
 “Celakalah bagi orang-orang yang curang”. 
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Sejak lama tuntutan akan keterbukaan serta akuntabilitas dalam pengelolaan 
keuangan negara menjadi perhatian utama dari tinjauan teoritis administrasi 
pemerintahan. Keuangan Negara telah menjadi perhatian utama, bahkan menjadi 
komoditas politik serta cerminan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Untuk 
mewujudkan akuntabilitas keuangan negara, pemerintah menyusun laporan 
pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Laporan Arus Kas 
(LAK) disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) yaitu PP 71 tahun 2010 melalui proses akuntansi dan Sistem 
Pengendalian Intern yang memadai (Pratama, 2013).  
B. Rumusan Masalah 
 BPK sinergi adalah suatu sistem yang memanfaatkan kemajuan teknologi 
informasi dengan membentuk sinergi data sehingga pemeriksaan dapat dilakukan 
dengan lebih cepat, efisien, dan efektif. BPK sinergi dapat dilaksanakan melalui 
penerapan E-Audit, dimana E-Audit merupakan pengawasan melalui pusat data BPK 
dengan cara menggabungkan data elektronik yang ada di BPK dengan data elektronik 
yang ada di pihak yang diperiksa oleh BPK melalui akses internet. Pemeriksa BPK 
dapat melakukan akses data tanpa perlu datang ke pihak yang diperiksa atau pihak yang 
diperiksa harus datang untuk meyerahkan data-data tersebut. BPK RI Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kesepakatan bersama dengan Pemerintah 
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Provinsi Sulawesi Barat melalui nota kesepahaman untuk mempermudah pembentukan 
BPK sinergi. 
 Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah peran perceived usefulness dan ease of use dalam meningkatkan 
efektivitas sistem E-Audit? 
2. Bagaimanakah dampak penggunaan teknologi baru terhadap kinerja auditor dalam 
mengoptimalkan preoses audit? 
C. Tujuan Penelitian 
 Adapun rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui peran perceived usefulness dan ease of use dalam meningkatkan 
efektivitas sistem E-Audit. 
2.  Untuk mengetahui dampak penggunaan teknologi baru terhadap kinerja auditor 
dalam mengoptimalkan proses audit. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis; Penelitian ini menggunakan teori TAM (Technology Aceeptance 
Model) yang diperkenalkan oleh Fred D Davis pada tahun 1989, yang menjelaskan 
sejauh mana pengguna teknologi informasi dalam hal ini auditor menerima 
penggunaan sistem E-Audit, sehingga auditor dituntut untuk mempunyai keahlian 
dan pengetahuan terhadap teknologi informasi agar mereka dapat mengetahui apa 
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saja kelebihan dan kekurangan proses audit yang menggunakan bantuan teknologi 
dan komputer. 
2. Manfaat Praktis; Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk para auditor 
dalam menemukan kekurangan dari penggunaan teknologi selama melakukan 
proses audit yang menggunakan teknologi informasi sebagai landasannya. 
Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan untuk para pembuat sistem agar dapat 
membuat suatu hal yang dapat meminimalisir kekurangan sebuah teknologi 
khususnya terkait dengan sistem E-Audit. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 
dapat menjadi acuan untuk para auditor dalam merealisasikan sistem E-Audit 
sehingga pemeriksaan keuangan akan lebih efektif, biaya pemeriksaan akan lebih 
hemat, serta proses dan penyelesaian pemeriksaan akan lebih cepat. Penelitian in 
juga diharapkan dapat memberi masukan mengenai pengaruh penerimaan sistem 
teknologi informasi dilihat dari persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan 
persepsi kenyamanan oleh pengguna akan sistem yang saat ini tengah digunakan. 
E. Penelitian Terdahulu 
 Dalam penelitian ini penulis memaparkan empat penelitian terdahulu yang 
relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang implementasi Electronic Audit 
dalam meminimalisir fraud berdasarkan aspek perceived usefulness dan ease of use di 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu 
No. Peneliti Judul Hasil Penelitian 
1. Nurochman dkk 
(2012) 
Model Keberhasilan 
dan Keberlangsungan 
Kinerja Terbaik 
(MK3T) Sistem 
Informasi Studi Kasus: 
Sistem Informasi E-
Audit di Badan 
Pemeriksa Keuangan 
RI 
Dari peneliian tersebut diketahui 
bahwa pelaksanaan sistem 
informasi E-Audit berada pada 
worry zone, artinya bahwa 
terdapat resiko kegagalan yang 
cukup signifikan. Resiko tersebut 
disebabkan oleh adanya potensi 
resistansi para pemeriksa akibat 
ketidakyakinan terkait dengan 
kompetensinya untuk 
melaksanakan sistem tersebut dan 
adanya anggapan bahwa sistem 
tersebut justru akan menambah 
beban pemeriksa (auditor). 
2. Septiningtyas 
(2010) 
Pengaruh Efektivitas 
Penggunaan dan 
Kepercayaan atas 
Teknologi Sistem 
Informasi Akuntansi 
Terhadap Kinerja 
Auditor Internal 
Hasil penelitian ini menyatakan 
bahwa penelitian tersebut 
mendukung adanya suatu 
kontribusi positif dan signifikan 
antara efektivitas penggunaan 
teknologi sistem informasi 
akuntansi terhadap kinerja 
auditor. Hal ini membuktikan 
bahwa semakin efektif dalam 
penggunaan teknologi sistem 
informasi akuntansi maka kinerja 
auditor semakin meningkat. 
3. Citra Pengaruh Penerapan 
E-Audit Terhadap 
Pencegahan Fraud di 
Pemerintah Provinsi 
Gorontalo (Studi 
Kasus pada Badan 
Keuangan Daerah 
Provinsi Gorontalo) 
Hasil penelitian ini mendukung 
teori dari BPK RI (2012) yang 
menyatakan bahwa dengan 
penerapan E-Audit dapat 
mencegah fraud secara sistematik. 
Penelitian ini juga menyatakan 
bahwa pada dasarnya 
pemeriksaan secara elektronik 
atau E-Audit sama seperti 
pemeriksaan yang dilakukan 
dengan menggunakan Computer 
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Assisted Audit Techniques 
(CAATs). 
4. Rauf dkk (2015) Pengaruh Persepsi 
Kemudahan Pengguna 
dan Persepsi Manfaat 
Terhadap Efektivitas 
Sistem E-Audit (Studi 
Kasus pada Badan 
Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi 
Gorontalo) 
Penelitian ini mengungkapkan 
bahwa variabel persepsi 
kemudahan pengguna memiliki 
pengaruh kuat atau signifikan 
terhadap efektivitas sistem E-
Audit pada BPK RI Perwakilan 
Provinsi Gorontalo. Artinya 
semakin tinggi tingkat persepsi 
pengguna atas kemudahan sistem, 
E-Audit pun akan lebih efektif. 
Selanjutnya variabel persepsi 
manfaat juga memiliki pengaruh 
yang kuat atau signifikan, artinya 
semakin tinggi tingkat manfaat 
dari suatu sistem, kebutuhan akan 
suatu sistem dalam kinerja pun 
akan meningkat dan sistem E-
Audit ini akan lebih efektif baik 
dalam hal penerapannya dan 
penggunaannya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Technology Acceptance Model (TAM) 
 Technology Accaptance Model (TAM) diperkenalkan oleh Fred D Davis pada 
tahun 1989. TAM merupakan salah satu model yang banyak digunakan penelitian 
teknologi informasi, model ini sederhana dan mudah diterapkan (Lucyanda, 2010). 
Tujuan TAM adalah menjelaskan faktor-faktor eksternal dari perilaku pengguna 
teknologi informasi terhadap penerimaan penggunaan teknologi informasi itu sendiri. 
TAM menjelaskan penerimaan teknologi informasi dengan dimensi-dimensi tertentu 
yang dapat mempengaruhi diterima atau tidaknya teknologi informasi oleh pengguna 
(user). Secara empiris TAM telah terbukti memberikan gambaran pada aspek perilaku 
pengguna PC, dimana banyak pengguna PC dapat dengan mudah menerima suatu 
teknologi informasi karena sesuai dengan apa yang diinginkannya (Iqbaria et al., 1997 
dalam Nasution, 2004). 
 Kang dalam Santoso (2013) menjelaskan bahwa TAM merupakan perbaikan 
dari model TRA (Theory of Reasoned Action), TAM mengadopsi komponen tetap dari 
model TRA umumnya dan menerapkan komponen-komponen tersebut sebagai domain 
khusus dari teknologi komputer dan yang lainnya untuk teknologi informasi. Namun 
yang membedakan keduanya adalah penempatan faktor-faktor sikap dari TRA, dimana 
TAM memperkenalkan dua variabel kunci, yaitu Perceived Ease Of Use dan Perceived 
Usefulness, yang memiliki relevancy pusat untuk memprediksikan sikap penerimaan 
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pengguna terhadap teknologi komputer. Model TRA dapat diterapkan karena 
keputusan yang dilakukan oleh individu untuk menerima suatu teknologi sistem 
informasi merupakan tindakan sadar yang dapat dijelaskan dan diprediksi oleh niat 
perilakunya. TAM menambahkan dua konstruk utama ke dalam model TRA. Dua 
konstruk utama ini adalah kegunaan persepsian dan kemudahan penggunaan 
persepsian. TAM berargumentasi bahwa penerimaan individual terhadap sistem 
teknologi informasi ditentukan oleh dua konstruk tersebut (Hartono, 2008:197). Model 
ini dapat dianalogikan untuk memprediksi tingkat penerimaan dari teknologi sistem 
informasi yang sedang dikembangkan. Oleh karena itu, TAM akan membantu 
menjelaskan apakah auditor BPK dapat menerima penerapan sistem E-Audit tersebut 
berdasarkan tindakan yang dilakukannya, yang mana diprediksikan dari niat untuk 
menggunakan E-Audit tersebut dilihat dari persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan 
(David, 2013). 
 Davis et al., (1989) mendefinisikan kegunaan/kemanfaatan (usefulness) 
sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya/yakin bahwa penggunaan suatu 
subjek tertentu akan dapat meningkatkan kinerja/prestasi orang tersebut. Tolok ukur 
dari usefulness tersebut berdasarkan frekuensi penggunaan dan keragaman aplikasi 
yang digunakan. Seseorang akan menggunakan teknologi informasi (sistem) jika 
mengetahui manfaat positif atas penggunaan teknologi informasi tersebut. 
Pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dapat diketahui dari kepercayaan 
pengguna teknologi informasi dalam memutuskan penerimaan teknologi informasi, 
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dimana kepercayaan tersebut jika penggunaan teknologi informasi memberikan 
kontribusi positif bagi penggunanya (Nasution, 2004). 
 Ease of use merupakan suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa suatu 
sistem digunakan karena sistem tersebut mudah dipahami dan digunakan, sehingga 
tidak diperlukan usaha apapun (free of effort). Kemudahan penggunaan akan 
mengurangi usaha seseorang dalam mempelajari komputer. Kemudahan tersebut 
ditunjukkan dari seseorang yang bekerja dengan menggunakan teknologi informasi 
lebih mudah dibandingkan dengan orang yang bekerja tanpa menggunakan teknologi 
informasi (manual). Sistem yang lebih sering digunakan menunjukkan bahwa sistem 
tersebut lebih dikenal, lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh si 
pengguna. Davis et al., (1989) menjelaskan indikator kemudahan penggunaan 
teknologi informasi adalah: a) komputer sangat mudah dipelajari, b) komputer 
mengerjakan dengan mudah apa yang diinginkan oleh pengguna, c) keterampilan 
pengguna akan bertambah dengan menggunakan komputer dan d) komputer sangat 
mudah untuk dioperasikan. 
B. Teori Sikap dan Perilaku        
Teori sikap dan perilaku oleh Triandis (1980) dalam Saka (2013) yang 
menyatakan bahwa perilaku seseorang berdasarkan sikap apa yang ingin dilakukan 
yang terdiri dari keyakinan mengenai konsekuensi dari melakukan perilaku tersebut, 
adanya aturan sosial terkait dengan pikiran mengenai mereka, dan kebiasaan yang 
mereka lakukan. Model perilaku interpersonal yang lebih komprehensif yang disajikan 
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Triandis (1980) dalam Saka (2013) menyatakan bahwa faktor-faktor sosial, perasaan, 
kebiasaan, kondisi fasilitas dan konsekuensi yang dirasakan memengaruhi tujuan 
perilaku dan sebaliknya akan memengaruhi perilaku. Faktor sosial yaitu berkaitan 
dengan intervalisasi individual tentang kultur subyektif grup referensi dan persetujuan-
persetujuan interpesonal spesifik yang telah dibuat oleh individual dengan orang lain 
di situasi-situasi sosial tertentu. Kultur subyektif terdiri dari norma-noma, peran, dan 
nilai-nilai, perilaku menentukan cara bagaimana seseorang menggunakan alat 
kerjanya. 
C. Theory of Planned Behavior (TPB) 
 Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Ajzen (1985), teori ini 
terfokus pada faktor-faktor yang menentukan perilaku actual individu. Theory of 
Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari Theory of Reasoned Action. Faktor 
utama dalam Theory of Planned Behavior (TPB) adalah intention individu untuk 
melakukan suatu perilaku. Intention merupakan suatu kemampuan untuk menangkap 
faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi suatu perilaku. Dimana faktor-faktor 
motivasional tersebut menunjukkan seberapa kuat keinginan seseorang untuk 
mencoba, seberapa banyak usaha yang direncanakan untuk menerapkan usaha tersebut 
(Ajzen (1991) dalam Lucyanda (2010)). Dalam teori ini keinginan perilaku (behavioral 
intention) terdiri dar: sikap (attitude), norma-norma subjektif (subjective norms) dan 
kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control). 
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1) Attitude  
Menurut Fishbein & Ajzen (1975) dalam Lucyanda (2010) Attitude 
berhubungan dengan behavioral intention yaitu perasaan positif atau negatif 
individual (berpengaruh evaluatif) terhadap perilaku. Lutz (1981) dalam 
Lucyanda (2010) mendefinisikan attitude sebagai tindakan yang mewakili 
perasaan tersembunyi terhadap kesukaan atau ketidaksukaan yang mengarah 
kepada objek, seseorang, masalah atau perilaku. Hasil penelitian Tan & Teo 
(2000) dalam Lucyanda (2010) menunjukkan bahwa keinginan untuk 
menggunakan teknologi informasi dapat diprediksi dengan faktor attitude. 
Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa attitude suatu masyarakat dalam 
penggunaan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan dan 
positif.  
2) Subjective Norms 
Menurut Fishbein & Ajzen (1975) dalam Lucyanda (2010) subjective 
norms adalah persepsi seseorang bahwa kebanyakan orang adalah penting 
untuk berpikir untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku yang 
meragukan. Menurut Venkatesh & Davis (2000) subjective norms merupakan 
penentu dari behavioral intention dalam Theory Reasoned Action (TRA) dan 
Theory Planned of Behavior (TPB). Pengaruh teman sejawat dan pengaruh 
atasan merupakan penentu penting dari subjective norms. Chua (1980) dalam 
Lucyanda (2010) menyatakan bahwa teman, keluarga dan kolega atau 
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kelompok secara potensial mempengaruhi keinginan untuk menggunakan 
software akuntansi. 
Penelitian Venkatesh & Davis (2000) menunjukkan adanya pengaruh 
dari subjective norms terhadap sikap seseorang jika kelompok sosial individu 
mengharapkan untuk melakukan suatu perilaku, karena dengan melakukan 
perilaku tersebut akan meningkatkan statusnya dalam kelompok tersebut.  
D. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 
 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) adalah model 
teori yang terbentuk dari kombinasi model-model teori sebelumnya seperti TAM dan 
TPB. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) menjelaskan 
bagaimana pengaruh perbedaan individu dalam menggunakan teknologi. Lebih khusus 
lagi mengenai hubungan antara persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan. 
Unified Theory of Acceptance and Use of Technology merupakan salah satu model 
penerimaan teknologi terkini yang dikembangkan oleh Venkatesh dkk (2003). Model 
ini terdiri dari empat variable sebagai determinan (faktor penentu) terhadap tujuan dan 
penggunaan teknologi informasi yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh 
sosial dan kondisi pendukung serta 4 variabel sebagai moderator (faktor penunjang) 
antara determinan (faktor penentu) dengan tujuan dan penggunaan teknologi informasi, 
yaitu jenis kelamin, usia, pengalaman dan kesukarelaan. 
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E. E-Audit 
E-Audit adalah sebuah sistem yang memanfaatkan sinergi antara Sistem 
Informasi Internal BPK-RI (e-BPK) dengan Sistem Informasi Internal milik entitas 
pemeriksaan (E-Auditee) dimana sinergi ini membentuk sebuah komunikasi data secara 
online antara E-BPK dengan E-Auditee yang secara sistematis membentuk Pusat Data 
Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK (Pratama, 2013). Konsep 
dari A-Audit tersebut saat ini sedang menjadi wacana oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK RI) untuk diterapkan di semua lembaga negara dan institusi 
pemerintah. Wacana penerapan e-audit ini dilatarbelakangi dengan peningkatan opini 
audit atas Kementerian/Lembaga, dimana saat ini sudah banyak Kementrian/Lembaga 
yang mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Perkecualian). Dengan peningkatan opini 
atas Lembaga/Kementrian tersebut maka yang menjadi tuntutan saat ini adalah 
penyusunan Lembaga/Kementrian  yang lebih cepat, efisien, sehingga  proses 
pemeriksaan atas Lembaga/Kementrian juga menjadi lebih cepat dengan coverage 
yang lebih tinggi dan proses lebih transparan. 
Implementasi sistem informasi E-Audit akan mendorong pelaksanaan 
pemeriksaan laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan 
secara lebih efektif dan efisien (Nurochman dkk). Berdasarkan pendapat Zamzami 
(2014), Darono (2014), Latif dkk (2012) dan Sutrisno (2014) mengacu pada kebijakan 
BPK RI, dapat disimpulkan bahwa pembangunan sebuah sistem yang akan mengubah 
paradigma terkait pemeriksaan dari suatu keharusan menjadi kebutuhan dimana E-
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Audit harus berhubungan dan sepadan antara entitas/obyek yang diperiksa dengan 
database BPK RI sehingga peran BPK RI akan semakin nyata sebagai 
pendorong/sinergi tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep penerapan E-Audit yang 
diterapkan oleh BPK harus didukung dengan ketersediaan jaringan internet yang 
memadai dan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan di bidang komputer. 
Dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI), E-Audit dapat mendukung 
pelaksaan pemeriksaan yang lebih efektif dan efisien, terutama dari sisi pengumpulan 
dan pengolahan (pengujian transaksi) data untuk keperluan audit. E-Audit juga 
diharapkan dapat meminimalisir fraud guna meningkatkan akuntabilitas keuangan di 
lembaga negara. Menurut Agoes (2012:13) pemeriksaan berdasarkan sistem ini 
dikembangkan agar tercapainya tiga prinsip manajemen dalam audit yaitu ekonomis, 
efektivitas dan efisiensi. Auditor dalam suatu perusahaan berperan penting dalam 
memeriksa sistem informasi akuntansi pada perusahaan tersebut. Seorang auditor harus 
dapat memastikan apakah sistem informasi itu sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya 
atau malah melenceng dari kebijakan perusahaan. Menurut Godhue dalam 
Septiningtyas (2010) mengatakan bahwa keberhasilan suatu sistem informasi 
tergantung pada kemudahan dan pemanfaatan pemakai sistem terhadap teknologi yang 
ada dalam sistem karena teknologi akan membantu individu dalam menyelesaikan 
tugasnya. 
 Secara garis besar pengertian E-Audit tidak berbeda dengan pengertian audit 
secara umum. Menurut Arens (2010:90) auditing adalah pengumpulan serta 
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pengevaluasian bukti-bukti audit atas informasi untuk menentukkan serta melaporkan 
tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. 
Auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dari independen. Untuk 
definisi E-Audit berbeda pada proses pengumpulan bukti, serta evaluasi buktinya yang 
dilakukan dengan bantuan komputer. Bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi juga 
tidak berupa hard copy melainkan berbentuk file data komputer.  
 Menurut Nindyastuti dan Kiswara (2014) Audit Elektronik atau E-Audit adalah 
audit dengan bantuan komputer yang menggunakan catatan elektronik untuk 
menyelesaikan semua atau bagian dari audit. E-Audit pemerintah dilaksanakan dengan 
mempersiapkan software yang disesuaikan untuk membentuk suatu database yang 
menyimpan berbagai informasi kinerja keuangan entitas pemerintah. Audit dalam 
konteks teknologi informasi adalah memeriksa apakah sistem komputer berjalan 
semestinya. Tujuh langkah proses audit menurut Yulianti dan Patria: 
a) Implementasikan sebuah strategi audit berbasis manajemen risiko serta control 
practice yang dapat disepakati semua pihak.  
b) Tetapkan langkah-langkah audit yang rinci.  
c) Gunakan fakta/bahan bukti yang cukup, handal, relevan serta bermanfaat. 
d) Buatlah laporan beserta kesimpulannya berdasarkan fakta yang dikumpulkan. 
e) Telaah apakah tujuan audit tercapai. 
f) Sampaikan laporan kepada pihak yang berkepentingan. 
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g) Pastikan bahwa organisasi mengimplementasikan manajemen risiko serta control 
practice. 
F. Perceived Usefulness 
  Menurut Davis et al., (1989) Perceived Usefulness diartikan sebagai tingkat 
dimana seseorang percaya baik secara positif maupun negatif bahwa menggunakan 
teknologi melalui sistem tertentu dapat meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan 
penjelasan tersebut, persepsi manfaat merupakan suatu kepercayaan mengenai proses 
pengambilan keputusan. Ketika seseorang mempercayai bahwa sistem informasi yang 
diterapkan kurang bermanfaat maka ia tidak akan mengoperasikannya. Konsep yang 
berasal dari model TAM ini juga menunjukkan manfaat sistem bagi pemakainya yang 
erat kaitannya dengan efektivitas, efisiensi, kinerja pekerjaan dan manfaat secara 
keseluruhan. 
 Berdasarkan beberapa definisi dan telaah literatur diatas, dapat disimpulkan 
bahwa kemanfaatan penggunaan teknologi informasi dapat diketahui dari kepercayaan 
pengguna teknologi informasi dalam memutuskan penerimaan teknologi informasi. 
Dengan satu kepercayaan bahwa penggunaan teknologi informasi tersebut memberikan 
kontribusi positif bagi penggunanya. Seseorang mempercayai dan merasakan dengan 
menggunakan komputer sangat membantu dan meningkatkan prestasi kerja yang akan 
dicapainya, atau dengan kata lain orang tersebut mempercayai penggunaan teknologi 
informasi telah memberikan manfaat terhadap pekerjaan dan pencapaian prestasi 
kerjanya.  
27 
 
 
 
  Menurut Chin dan Todd (1995) dalam Nasution (2004) kemanfaatan dapat 
dibagi ke dalam dua kategori, yaitu: 
1. Kemanfaatan dengan estimasi satu faktor: 
a. Menjadikan pekerjaan lebih mudah (makes job easier) 
b. Bermanfaat (usefull) 
c. Menambah produktivitas (increase productivity) 
d. Mempertinggi efektivitas (enchance effectiveness) 
e. Mengembangkan kinerja pekerjaan (improve job performance) 
2. Kemanfaatan dengan estimasi dua faktor (kemanfaatan dan efektivitas). 
a. Kemanfaatan meliputi dimensi: 
1) Menjadikan pekerjaan lebih mudah (makes job easier) 
2) Bermanfaat (usefull) 
3) Menambah produktivitas (increase productivity) 
b. Efektivitas meliputi dimensi: 
1) Mempertinggi efektivitas (enchance my effectiveness) 
2) Mengembangkan kinerja pekerjaan (improve my job performance) 
G. Perceived Ease of Use 
  Menurut Davis et al., (1989) persepsi kemudahan pengguna diartikan sebagai 
suatu tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan sistem tertentu adalah mudah. 
Penggunaan sistem (actual system usage) sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk 
menggunakan (behavioral intentions toward usage). Persepsi pengguna terhadap 
kemudahan dalam menggunakan teknologi dipengaruhi beberapa faktor. Faktor 
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pertama berfokus pada teknologi itu sendiri, misalnya pengalaman pengguna terhadap 
penggunaaan teknologi yang sejenis. Pengalaman baik pengguna akan teknologi 
sejenis akan mempengaruhi persepsi pengguna terhadap teknologi baru yang 
disediakan, begitu pula sebaliknya. Faktor kedua adalah reputasi akan teknologi 
tersebut yang diperoleh oleh pengguna. Reputasi baik yang didengar oleh pengguna 
akan mendorong keyakinan penguna akan kemudahan penggunaan teknologi 
tersebut,demikian pula sebaliknya. Teknologi yang dimaksud bukan hanya teknologi 
yang akan diadopsi tetapi juga teknologi lain yang sejenis dengan teknologi yang akan 
diadopsi. Faktor ketiga yang mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kemudahan 
menggunakan teknologi adalah tersedianya mekanisme support yang handal. 
Mekanisme support yang terpercaya akan mempengaruhi kepercayaan pengguna akan 
kemudahan teknologi misalnya pengguna merasa yakin bahwa terdapat mekanisme 
support yang handal jika kesulitan menggunakan teknologi maka mendorong persepsi 
pengguna kearah lebih positif, demikian pula sebaliknya. 
  Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur persepsi 
pengguna terhadap kemudahan penggunaan teknologi informasi menurut Wixom dan 
Todd (2005) dalam Nindyastuti dan Kiswara (2014), yaitu: 
1. Teknologi informasi sangat mudah digunakan oleh pengguna. 
2. Teknologi informasi sangat mudah dalam pemasukan data oleh pengguna. 
3. Teknologi informasi mengerjakan dengan mudah apa yang diinginkan oleh 
pengguna. 
4. Teknologi informasi sangat mudah untuk dioperasikan oleh pengguna. 
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H. Fraud 
  Fraud merupakan suatu kondisi yang mungkin akan ditemukan oleh auditor 
dalam suatu audit. Auditor mungkin akan menemui berbagai temuan dan bentuk yang 
terjadi di lapangan. Bukan hanya itu mungkin auditor juga akan melihat berbagai cara 
yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan fraud serta siapa saja pelaku yang 
memungkinkan untuk melakukan fraud. Mengungkap terjadi atau tidaknya fraud 
merupakan salah satu tanggung jawab auditor dalam suatu asersi meski bukan 
tanggung jawab secara mutlak (Astuti, 2015). 
 Beberapa definisi fraud menurut para ahli dapat penulis simpulkan bahwa fraud 
ialah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau organisasi secara sengaja 
untuk menipu, menyembunyikan, atau mendapatkan keuntungan dalam suatu kondisi, 
dimana tindakan tersebut dapat merugikan pihak-pihak terkait. Fraud pada dasarnya 
tidak begitu saja terjadi dalam suatu perusahaan. Namun fraud dapat terjadi karena 
berbagai penyebab dan kemungkinan yang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan 
fraud. Laporan audit oleh pengguna laporan keuangan digunakan sebagai alat  untuk 
meyakini bahwa perusahaan itu dalam keadaan sehat. Maka dari itu seorang auditor 
dalam melakukan audit harus dapat mengungkap salah saji material dan tindakan fraud 
yang terjadi di perusahaan yang di audit, serta seorang auditor harus mengetahui cara 
yang harus dilakukan agar dapat mendeteksi fraud. 
Orang-orang yang terlibat dalam tindak kecurangan didorong oleh interaksi 
antara kekuatan dalam kepribadian individu dengan lingkungan eksternal. Dalam hal 
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ini risiko terjadinya kecurangan cenderung akan semakin besar apabila seseorang 
berada dalam tekanan situasional, ada kesempatan, dan yang bersangkutan memiliki 
integritas yang rendah. Salah satu kondisi yang selalu hadir saat terjadi kecurangan 
laporan keuangan adalah tekanan. Tekanan dapat terjadi saat manajemen sedang 
membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya misalnya tekanan untuk 
biaya pengobatan, tekanan dari keluarga yang menuntut keberhasilan secara ekonomi, 
serta pola hidup mewah. Tekanan juga bisa timbul saat kinerja perusahaan berada pada 
titik di bawah rata-rata kinerja industri (Skousen et al., 2009). Tekanan yang dirasakan 
pelaku kecurangan yang dipandangnya sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat 
diceritakannya kepada orang lain.  
I. Rerangka Pikir  
  BPK RI memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan 
keefektifan dan keefisienan dalam melakukan proses auditnya dengan membuat sistem 
yang disebut dengan Electronic Audit. Sistem ini berhubungan langsung dengan entitas 
yang diaudit atau disebut dengan auditee yang memudahkan BPK dalam mendapatkan 
data-data yang diperlukan untuk melakukan proses audit. Pada penelitian ini penulis 
ingin mengetahui apakah penerimaan penggunaan sistem E-Audit oleh auditor dapat 
mendukung keberhasilan audit, dengan menggunakan persepsi kemudahan pengguna 
(Perceived Ease of Use) dan persepsi kegunaan atau manfaat (Perceived Usefulness). 
Penulis menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) sebagai alat untuk 
mengetahui sejauh mana auditor menerima, menggunakan dan memanfaatkan suatu 
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teknologi baru sehingga auditor dapat meningkatkan efektivitas sistem E-Audit guna 
mencegah dan meminimalisir terjadinya kecurangan (fraud). 
  Adapun rerangka pikir adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 1. Rerangka Pikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
  Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya., 
secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 
alamiah. Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2007:4) mengemukakan 
bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
dapat diamati. 
 Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana metodologi 
penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat 
diamati. Dengan menggunakan metode kualitatif maka penulis mencoba untuk 
menjelaskan peran BPK dalam meningkatkan efektivitas sistem E-Audit untuk 
meminimalisir fraud di pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Penelitian kualitatif 
yang dilakukan pada penelitian ini mencoba mengangkat fenomena aktual saat ini 
yang dikenal dengan zaman teknologi, dimana hampir seluruh kegiatan manusia 
tidak terlepas dari bantuan teknologi. Maka dari itu peneliti ingin mencoba 
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menjelaskan sejauh mana auditor BPK menerima, menggunakan dan 
memanfaatkan suatu teknologi baru sehingga auditor dapat meningkatkan 
efektivitas sistem E-Audit guna mencegah dan meminimalisir terjadinya 
kecurangan (fraud). 
2. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu pada Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Pengambilan lokasi 
penelitian tersebut adalah dengan alasan kemudahan untuk mendapatkan responden 
dalam hal ini auditor. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa 
informan yaitu auditor yang jumlahnya telah ditentukan sebelumnya. BPK RI 
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menjadi objek penelitian dalam penelitian ini 
karena yang menjadi topik dalam penelitian ini adalah sistem E-Audit, dimana 
sistem tersebut dikembangkan dan digunakan oleh auditor BPK RI dalam 
melakukan proses audit. 
B. Pendekatan Penelitian 
 Menurut Newman (1997:62) terdapat tiga pendekatan dalam penelitian, yaitu 
positivisme, interpretif, dan kritikal. Ketiganya memiliki tradisi yang berbeda dalam 
teori sosial dan teknik penelitiannya. Dengan menggunakan paradigm interpretif, kita 
dapat melihat fenomena dan menggali pengalaman dari objek penelitian. Pendekatan 
interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa 
sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. 
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Pendekatan interpretif diadopsi dari orientasi praktis. Secara umum pendekatan 
interpretif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail 
langsung mengobservasi (Newman, 1997:68). 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan interpretif 
yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan teori yang dibangun. Dimana penelitian 
ini ingin menjelaskan sejauh mana persepsi kemudahan pengguna dan persepsi 
manfaat/ kegunaan berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas sistem E-Audit. 
Dengan menggunakan pendekatan interpretif peneliti ingin menjelaskan dan 
menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini. Peneliti menggunakan jenis penelitian 
kualitatif studi kasus dengan mengangkat fenomena penggunaan teknologi pada proses 
audit (E-Audit) di BPK RI. Metode penulisan kualitatif yang digunakan dalam 
penelitian ini untuk memahami fenomena mengenai peran auditor BPK dalam 
meningkatkan efektivitas sistem E-Audit dengan menggunakan persepsi kemudahan 
pengguna dan persepsi kegunaan/manfaat untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. 
Data yang dikumpulkan berasal dari BPK-RI perwakilan provinsi Sulawesi Barat dan 
beberapa sumber lain yang mendukung penelitian ini. 
C. Jenis dan Sumber Data 
 Menurut Kuncoro (2013:148) berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 
dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 
dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original, 
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sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul 
data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. 
Adapaun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 
Data primer yang diperoleh secara langsung dari responden. Data primer dikumpulkan 
melalui wawancara, berupa kata-kata, tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap 
dan pemahaman dari subjek yang diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi 
data. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara 
menjawab pertanyaan riset (metode survei).  
D. Metode Pengumpulan Data 
 Menurut Kuncoro (2013:157) pengumpulan data primer pada dasarnya memilih 
metode untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Ada dua metode utama 
dalam metode pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data primer pasif dan 
pengumpulan data primer secara aktif. Pengumpulan data primer pasif merupakan 
observasi karakter, dengan alat mekanik atau manual. Sedangkan pengumpulan data 
primer aktif dilakukan dengan cara menanyai/mewawancarai responden. 
Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui riset lapangan. Riset lapangan 
dipergunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Pengumpulan data di 
lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengsn memberi 
pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 
Wawancara dengan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang 
akan dijawab oleh responden, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan 
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jelas. Wawancara secara langsung kepada responden dengan terlebih dahulu 
memberikan penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan dalam daftar pertanyaan 
tersebut. Pertanyaan-pertanyaan diberikan kepada auditor yang melaksanakan 
pemeriksaan dengan menggunakan sistem E-Audit yang dalam hal ini adalah auditor 
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Dengan cara ini diharapkan tingkat 
kualitas data yang diperleh akan cukup tinggi serta digunakan untuk memperluas 
pandangan penulis tentang data-data lain yang tidak terdapat dalam pertanyaan, namun 
akan memiliki dampak bagi hasil penelitian ini sehingga layak untuk dilakukan 
penelitian lebih lanjut. 
E. Instrumen Penelitian 
 Menurut Nasution dalam Sugiyono (2005:59) dalam penelitian kualitatif tidak 
ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. 
Alasannya adalah segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Oleh karena 
itu, penulis sebagai instrumen harus divalidasi, seberapa jauh penulis siap melakukan 
penelitian dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Dalam kegiatan 
penelitian, peneliti menggunakan pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan 
terbuka (interview guide). Seperti yang dikatan Nasution (1990), instrumen penelitian 
yang digunakan dalam penelitian adalah penulis sendiri. Sebagai instrumen utama, 
didukung pedoman wawancara sebagai pertanyaan terbuka dikembangkan dan 
diperdalam di lapangan untuk cross check.  
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Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan 
penelitian ini yakni sebagai berikut: 
a. Perekam Suara 
b. Handphone 
c. Kamera 
d. Alat Tulis 
F. Metode Analisis Data 
 Menurut Moleong, dalam penelitian kualitatif ada tiga model analisis data, 
yakni (1) metode perbandingan tetap (constant comparative method); (2) metode 
analisis data menurut Miles & Huberman; (3) metode analisis data menurut Spradley. 
Dinamakan metode perbandingan tetap karena dalam analisa data, secara tetap 
membandingkan satu data dengan data yang lainnya, dan kemudian secara tetap 
membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Secara umum proses analisis 
datanya mencakup reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan 
penyusunan hipotesis kerja. Miles & Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam 
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-
menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Untuk kejenuhan data ditandai dengan 
tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi 
reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Metode 
analisis data menurut Spradley menggambarkan bahwa proses penelitian itu mengikuti 
suatu lingkaran dan lebih dikenal dengan proses penelitian siklikal. 
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Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian 
ini yakni lebih kepada pemikiran Miles & Huberman. Teknik pengolahan dan analisis 
data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, dimana data yang 
dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata maupun gambar. Data tersebut 
diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi sehingga dapat 
dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit. Data yang diperoleh dari hasil 
wawancara akan diambil dan diolah dengan mengambil beberapa inti dari dari hasil 
wawancara tersebut yang didukung oleh data-data sekunder berupa hasil penelitian 
terdahulu. 
  Proses pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga 
tahap, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan 
kesimpulan/verifikasi data. Berikut adalah penjelasan ketiga tahapan tersebut: 
1. Tahap Reduksi Data 
  Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 
pada hal-hal yang menjadi inti dari data tersebut. Reduksi data dapat dilakukan dengan 
melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman int, proses dan 
pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. 
Dengan kata lain, tahapan reduksi ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus saat 
melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh 
dari hasil pengambilan data. Dalam penelitian ini, menarik jawaban dari pernyataan 
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responden yang dalam hal ini merupakan auditor BPK RI Perwakilan Provinsi 
Sulawesi Barat. 
2. Tahap Penyajian Data 
Setelah tahap reduksi data, selanjutnya adalah tahap penyajian data dimana 
peneliti menyajikan data yang berarti mengorganisir data, menyusun data dalam sebaik 
mungkin sehingga mudah untuk dipahami yang kemudian dapat ditarik sebuah 
kesimpulan pada tahapan berikutnya. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang 
didapatkan dari proses penelitian kualitatif biasanya berupa penjelasan-penjelasan 
deskriptif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isi dari data 
tersebut. Data yang diambil dari hasil wawancara dan observasi dikumpulkan, ditelaah, 
kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan. 
3. Tahap Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data 
Tahapan terakhir dari metode analisis data ini yaitu tahapan penarikan 
kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang telah 
diperoleh. Peneliti berusaha dan berharap kesimpulan tersebut mampu menjawab 
rumusan masalah yang telah dirumuskan. Penarikan kesimpulan bias dilakukan dengan 
membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang 
terkandung dalam konsep-konsep dasar pada penelitian ini.  
G. Uji Keabsahan Data 
 Uji keabsahan data dilakukan dengan uji Triangulasi. Kualitatif sebagai salah 
satu metode penelitian memiliki standarisasi tersendiri dalam menentukan tingkat 
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kepercayaan sebuah data yang ditemukan di lapangan. Pandangan umum mengenai 
data penelitian yang diperoleh dalam penelitian kualitatif yang cenderung 
individualistik dan dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti menjadikan data penelitian 
ini cukup dipertanyakan objektivitasnya. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari 
istrumen penelitian dan validasi peneliti sebagai instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Data yang dihasilkan berdasarkan temuan 
peneliti dideskripsikan sesuai dengan pandangan subjektif peneliti mengenai apa yang 
diperoleh selama melakukan penelitian. Penentuan sudut pandang dan penafsiran 
peneliti terhadap temuan di lapangan sangat dipengaruhi oleh kemapanan intelektual 
peneliti dalam mengelaborasi sebuah data. Sehingga gagasan subjektivitas yang 
disampaikan tetap mengacu pada konsep rasionalis. Selain itu, data yang dilaporkan 
oleh peneliti harus berekuivalen dengan realitas yang ada di lapangan. 
 Di dalam pengujian keabsahan data, teknik yang digunakan yaitu Triangulasi, 
dimana  ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi 
dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding terhadap data yang telah 
ada. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi sumber, yakni menguji 
kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 
melalui beberapa sumber.  
 
 
 
 
  
41 
 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Sejarah Singkat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa 
tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan 
yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu 
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.  
Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat 
Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan 
Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan 
sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya 
mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama 
adalah R.Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan degan 
suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah menumumkan kepada semua instansi di 
Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa 
tanggung jawab tentag Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan 
peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene 
Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR. 
Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 November 1948 tempat 
kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. 
Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan 
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Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili 
oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 
No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949. 
Dengan terbenuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) 
berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan 
Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat 
perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 
Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa 
Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor 
menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland 
Indies Civil Administration (NICA). 
Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang 
berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa 
Keuangan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan 
Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari 
unsure Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di 
Bogor. 
Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan 
berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan 
berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan 
Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945. 
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Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan 
Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI 
(UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan 
UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap 
menggunakan ICW dan IAR. 
Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklerasi Ekonomi dan Ambeg Parama 
Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No.11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS 
No.1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk 
menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuanagn, sehingga dapat menjadi alat kontrol 
yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, 
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
No.7 Tahun 1963 (LN No.195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-
Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru. 
Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkan UU No.17 Tahun 1965 yang antara lain 
menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan 
pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan 
Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai 
Menteri Koordinator dan Menteri. 
 Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK 
RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. 
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Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru 
direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No.5 Tahun 1973 Tentang BPK. 
 Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah 
mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 
2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di 
bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 
yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai 
satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih 
dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. 
 Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI 
dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya 
diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemuian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 
dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, 
dan 23G) dan tujuh ayat. 
 Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-
Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu: 
a. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
b. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara 
c. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara 
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Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23G ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 
Salah satunya provinsi Sulawesi Barat. BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat 
ditetapkan berdasarkan Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007. 
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, sebagai perwakilan Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang ke 33, diresmikan pada tanggal 16 
Desember 2008 oleh wakil ketua BPK RI (alm) Abdullah Zainie, S.H. Peresmian 
dilakukan di kabupaten Polewali Mandar, salah satu kabupaten Provinsi Sulawesi Barat 
yang berbatsan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun yang menjabat 
sebagai Kepala Perwakilan pertama adalah Drs. Sri Haryoso Suliyanto, M.Si.  
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, serta BUMD dan lembaga terkait 
di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang 
dilimpahkan oleh AKN.  
Pada tanggal 3 Desember 2012, BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat resmi 
berpindah domisili ke Mamuju-Sulawesi Barat. Sebelumnya kegiatan perwakilan 
Provinsi Sulawesi Barat masih dilakukan d lantai 2 Gedung M. Jusuf Balai Diklat BPK 
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RI di Makassar, Jalan A.P.Pettarani, Makassar-Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu 
perwakilan BPK RI yang termuda, Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akan terus 
mengembangkan diri agar menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, 
mandiri, dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan 
negara yang akuntabel dan transparan sesuai dengan semangat leading by example. 
2. Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
a. Visi BPK RI 
Menjadi lembaga pemeriksa keungan negara yang kredibel dengan menjunjung 
tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola 
keuangan negara yang akuntabel dan transparan. 
b. Misi BPK RI 
1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 
2) Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara; dan 
3) Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan 
dan penyelewengan keuangan negara. 
c. Tujuan Strategis 
1) Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi 
Harapan Pemangku Kepentingan 
Pengelolaan keuangan negara yang baik adalah pengelolaan keuangan 
negara yang dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku, dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. BPK 
dalam meningkatkan perannya untuk mendorong terwujudnya pengelolaan 
keuangan negara yang baik berupaya untuk memangun komunikasi dua arah 
secara efektif kepada semua pemangku kepentingan. Komunikasi efektif 
mencakup adanya pengelolaan informasi yang jelas dan akurat, pilihan media 
komunikasi yang tepat dan penerimaan informasi yang baik bagi semua 
pemangku kepentingan. Komunikasi yang efektif menitikberatkan kepada proses 
pendidikan kepada publik (public awareness) untuk dapat memahami 
kedudukan, peranan dan hasil pemeriksaan BPK. Dengan demikian, BPK dapat 
menyajikan informasi yang akurat mengenai mutu pengelolaan keuangan negara 
dan dapat menjaring serta menerima umpan balik informasi dari publik untuk 
perbaikan kualitas proses bisnis BPK. Melalui sasaran strategis BPK ini 
mengharapkan adanya kontribusi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan 
dalam rangka meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan 
mempercepat upaya perbaikan mutu pengelolaan keuangan negara secara 
komprehensif. 
2) Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan 
Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis 
pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan 
pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan 
oleh BPK. Melalui sasaran strategis ini, BPK melakukan upaya pengendalian 
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mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara 
dank ode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Sasaran 
strategis ini juga meliputi upaya peningkatan cakupan pemeriksaan keuangan, 
pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Melalui 
pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi, BPK berkomitmen untuk 
meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan melalui pelaksanaan pemeriksaan 
yang lebih efisien dan efektif melalui pemanfaatan biaya pemeriksaan yang 
optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemeriksaan yang dikelola 
dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan 
dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. 
3) Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan 
BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan 
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat yang diberikan dapat 
berupa perbaikan kebijakan dan tata kelola di bidang pendapatan, pengeluaran, 
pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, 
penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. Di samping itu, BPK juga dapat memberikan 
pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. Kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara 
memungkinkan BPK memiliki data dan informasi keuangan negara yang 
diperlukan dalam memberikan pendapat dan pertimbangan yang diperlukan oleh 
para pemangku kepentingan. 
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4) Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan 
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 
Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang 
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena 
kesengajaan maupun karena kelalaian. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah 
kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara 
sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, 
dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan 
negara. BPK melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di 
seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan BUMN/BUMD. 
Melalui sasaran strategis ini BPK ingin memastikan proses penetapan kerugian 
negara yang disebabkan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga 
atau badan lain dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan 
yang berlaku. Di samping itu, BPK akan berupaya untuk dapat menyajikan 
database status penyelesaian ganti kerugian negara yang lengkap, akurat dan 
tepat waktu sehingga dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian 
negara. 
5) Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu  
Sebagai lembaga profesi BPK dituntut untuk terus meningkatkan (1) 
kapasitas kelembagaan, (2) kompetensi pelaksananya sesuai dengan 
perkembangan dunia pemeriksaan, dan (3) hasil pemeriksaan yang bebas dari 
kesalahan, yang sejalan dengan kebutuhan pemangku kepentingan yang terus 
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berubah. Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk melaksanakan 
Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) secara konsisten dan 
berkesinambungan. 
6) Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan 
Negara 
Dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara, BPK berwenang untuk merumuskan aturan-aturan pelaksanaan yang 
diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kewenangan yang ada. Kewenangan 
BPK sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan antara lain 
mencakup kewenangan mengakses semua data dan informasi yang terkait dengan 
pengelolaan keuangan negara serta mengatur perangkat yang diperlukan dalam 
melaksanakan pemeriksaan. Melalui sasaran strategis ini BPK bertekad untuk 
menyelesaikan aturan pelaksanaan yang dibutuhkan dan terlibat secara aktif 
dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara. 
7) Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 
Semua tugas dan wewenang BPK harus terakomodasi dalam suatu struktur 
organisasi efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi sebagaimana 
diperlukan. Melalui sasaran strategis ini BPK berupaya untuk memiliki 
organisasi yang fleksibel dengan komposisi hemat struktur dan kaya fungsi serta 
dilengkapi dengan pedoman kerja yang jelas untuk memastikan standar kualitas 
kerja yang tinggi. 
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8) Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen 
Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, SDM 
merupakan asset terpenting BPK. Oleh sebab itu, penambahan jumlah pemeriksa 
dan pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi 
prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Selain 
itu, BPK perlu menyediakan suatu lingkungan kerja yang kondusif, untuk 
menarik orang-orang terbaik di bidangnya, termasuk melalui peningkatan 
kesejahteraan pegawai. Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk 
menyusun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang 
komprehensif dan terintegrasi. 
9) Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana 
Kinerja BPK yang tinggi perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja 
yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja. Melalui sasaran 
strategis ini, BPK secara khusus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan 
teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang 
mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan BPK. Selain itu, BPK akan terus 
berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kerja lainnya untuk seluruh unit 
organisasi BPK. 
10) Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran 
Sebagai pelaksana anggaran negara BPK tidak lepas dari kewajiban untuk 
mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, dan ekonomis dengan 
mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Melalui sasaran strategis ini, 
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BPK berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses 
perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BPK sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. Di samping pertanggungjawaban anggaran, 
sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal 
dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya. 
d. Nilai-Nilai Dasar 
  Dalam melaksanakan misinya BPK menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut: 
1) Independensi 
BPK menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan organisasi, 
maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan 
pemeriksaan, BPK bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan 
pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi. 
2) Integritas 
BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas 
dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. 
3) Profesionalisme 
BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-
hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang 
berlaku. 
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3. Struktur Organisasi  
Gambar 2. Struktur Organisasi 
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B. Peran Perceived Usefulness dan Ease Of Use dalam Meningkatkan Efektivitas 
Sistem E-Audit  
 Sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 6: 
1. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, 
Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha 
Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan Lain yang mengelola Keuangan Negara. 
2. Pelaksanaan Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
berdasarkan Undang-Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara. 
3. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 
4. Dalam hal pemeriksaan dilaksanan oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan 
Undang-Undang laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada 
BPK dan diaplikasikan. 
BPK RI menargetkan audit menggunakan sistem komputer berjaringan atau E-
Audit melalui pengembangan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam 
pemeriksaan keuangan negara dapat dilaksanakan secara menyeluruh. BPK RI telah 
mengembangkan e-BPK dengan database terkait pemeriksaan pengelolaan keuangan 
negara. Untuk lebih mengefektifkan database tersebut perlu dihubungkan dengan 
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database yang ada pada pihak auditee. Link antara BPK RI dengan auditee dapat 
digunakan setidaknya untuk pengambilan data maupun review atas aplikasi yang 
dimiliki auditee. 
Menurut Steers (1980:1) kata efektif dalam melaksanakan suatu tugas atau 
pekerjaan jika pekerjaan yang dilakukan dapat memberikan satu unit keluaran (output). 
Suatu pekerjaan dapat dikatakan berjalan efektif jika diselesaikan tepat pada waktunya. 
Handoko (1997:7) juga berpendapat mengenai definisi efektivitas, yaitu kemampuan 
dalam memilih tujuan atau instrumen yang tepat untuk menciptakan suatu pencapaian 
dari tujuan tersebut. Sesuai dengan salah satu rencana strategis BPK-RI yang tercantum 
dalam Rencana Strategis BPK periode 2011-2015 yaitu mewujudkan pemeriksaan 
yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan 
sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, BPK terus berupaya memaksimalkan 
tugas pemeriksaaan pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara (Pradita, 
2013). Salah seorang auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyatakan: 
  “Januari 2011 lalu, genap 64 tahun sudah usia Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) RI. Di usianya itu, lembaga negara ini makin giat melakukan 
pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Salah 
satu langkahnya adalah dengan mulai membangun pengawasan dengan sistem 
E-Audit, yaitu pengawasan melalui pusat data BPK yang menggabungkan data 
elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik auditee atau pihak yang 
diperiksa oleh BPK, seperti kementerian negara, pemerintah daerah, BUMN, 
BUMD, dan lain-lain (Mr. X, 2 November 2017, Pukul 10.30). 
 
  BPK RI bersama auditee harus memastikan tidak ada peluang hacker untuk 
masuk ke sistem dalam Teknologi Informasi untuk menjamin otentitas data dan 
keamanan dalam proses E-Audit diperlukan tanda tangan digital dan sertifikat digital 
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yang memastikan bahwa transaksi elektronik memang berasal dari obyek yang 
diperiksa dan memastikan hanya masuk ke database sistem yang ada di BPK RI. 
  Pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK RI selama ini selama ini pada dasarnya 
tidak terkendala dengan adanya pembatasan atau akses terhadap data pihak auditee. 
Namun dengan konsep E-Audit ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi 
BPK maupun pihak yang diperiksa. Bagi BPK RI, implementasi E-Audit akan 
mengefektifkan proses pemeriksaan dari perencanaan pemeriksaan/program 
pemeriksaan, pekerjaan lapangan dan penyusunan temuan audit sampai penyusunan 
laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Dengan tersedianya data bagi BPK RI sebelum 
tim pemeriksa melakukan pengujian di lapangan, maka tim pemeriksa BPK RI dapat 
melakukan analisis lebih awal untuk perencanaan audit yang dapat digunakan untuk 
menyusun audit program lebih tepat sasaran dan lebih efektif serta efisien dalam 
melaksanakan pekerjaan lapangan dan melakukan pengujian atas data transaksi yang 
memang harus dilakukan pengujian karena materiil sehingga berpengaruh terhadap 
opini/pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diperiksa.  Dengan sinergi data 
dengan pihak yang diperiksanya itu, nantinya BPK akan dapat melakukan perekaman, 
pengolahan, pertukaran, pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari 
berbagai pihak, dalam rangka melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan 
negara. "Konsep seperti ini kami sebut BPK  sinergi," kata Ketua BPK, Hadi 
Poernomo. Penajaman implementasi BPK Sinergi itu dilakukan melalui strategi link 
and match. Dimulai dari mengidentifikasi sumber informasi apa saja dari lembaga 
negara, kementerian, BUMN, BUMD dan lain-lain, yang diperlukankan BPK. Data 
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dan informasi ini dapat berupa data keuangan maupun non keuangan. Kemudian, data 
itu diolah dan digunakan dalam proses pemeriksaan secara elektronis. Hasil 
pengolahan itu, selanjutnya dipadukan dengan data dan informasi yang diperoleh dari 
entitas yang diperiksa. Pembentukan BPK Sinergi ini perlu dilakukan, mengingat 
entitas pemeriksaan BPK yang begitu banyak dan harus diperiksa dalam waktu singkat. 
Nah, dengan sinergi data tadi, pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih 
efisien, dan lebih efektif.  
 Sebagai langkah awal untuk mempermudah pembentukan BPK Sinergi, BPK 
membuat kesepakatan bersama atau nota kesepahaman dengan pihak auditee. Hingga 
kini BPK sudah menjalin nota kesepahaman dengan enam Lembaga Negara, 29 
Kementerian Negara/ Lembaga, dan empat BUMN. Menurut Hadi Poernomo, 
kesepakatan bersama ini bukan mengatur mengenai kewenangan atau perizinan akses 
oleh BPK atas data kementerian negara, lembaga negara ataupun BUMN. Sebab, sesuai 
ketentuan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004, BPK memang memiliki hak untuk 
meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh orang, unit organisasi 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Bank Indonesia, BUMN, 
BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Artinya, 
tanpa nota kesepahaman pun sebenarnya BPK tetap berwenang mengakses data ke 
pihak yang diperiksa. Setelah BPK Sinergi berjalan, maka pemeriksa BPK dapat 
melakukan akses data pihak yang diperiksa hanya dari kantor BPK, melalui sistem 
informasi yang dikembangkan dan dikelola bersama oleh kedua pihak.  
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  Efektivitas E-Audit merupakan suatu kondisi dimana penerapan kebijakan audit 
berbasis sistem bersifat tepat guna dalam menegakkan prinsip transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan di kalangan pemerintah, baik pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah. Terdapat beberapa cara dalam mengukur tingkat 
efektivitas yang telah umum dan sering digunakan, yaitu: 1) keberhasilan program, 2) 
keberhasilan sasaran, 3) kepuasan terhadap program, 4) tingkat input dan output, 5) 
pencapaian tujuan menyeluruh. 
  Efektivitas suatu sistem yang baik tergantung pada tingkat keyakinan pengguna 
pada sistem teknologi tersebut. Dengan keyakinan pengguna pada sistem E-Audit 
khususnya auditor yang diberi tugas dalam mengaudit suatu laporan keuangan 
pemerintahan akan mempermudah pekerjaannya baik pada suatu organisasi bisnis 
maupun sektor publik serta meningkatkan pengawasan terhadap penyimpangan bila 
terjadi kecurangan (fraud). 
  Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai 
keefektifan kinerja dari sistem E-Audit, yaitu: 
a) Efektif dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal atau dapat dipercaya. 
b) Efektif dan efisien dalam pengumpulan data hingga proses pemeriksaan. 
c) Kepekaan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
d) Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah dapat ditegakkan. 
Perceived Usefulness diartikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya baik 
secara positif maupun negatif bahwa menggunakan teknologi melalui sistem tertentu 
dapat meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, persepsi manfaat 
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merupakan suatu kepercayaan mengenai proses pengambilan keputusan. Ketika 
seseorang mempercayai bahwa sistem informasi yang diterapkan kurang bermanfaat 
maka ia tidak akan mengoperasikannya. Konsep yang berasal dari model TAM ini juga 
menunjukkan manfaat sistem bagi pemakainya yang erat kaitannya dengan efektivitas, 
efsiensi, kinerja pekerjaan dan manfaat secara keseluruhan. Seperti yang dikatakan 
oleh Bapak Aditya Pradana bahwa: 
“Kemanfaatan penggunaan teknologi informasi dapat diketahui dari 
kepercayaan pengguna teknologi informasi tersebut dalam memutuskan 
penerimaan teknologi informasi tersebut. Dengan satu kepercayaan bahwa 
penggunaan teknologi informasi tersebut memberikan kontribusi positif bagi 
penggunanya. Misalnya saja seseorang mempercayai dan merasakan dengan 
menggunakan komputer sangat membantu dan meningkatkan prestasi kerja 
yang akan dicapainya, atau dengan kata lain orang tersebut mempercayai 
penggunaan teknologi informasi telah memberikan manfaat terhadap pekerjaan 
dan pencapaian prestasi kerjanya (Aditya Pradana, 2 November 2017, Pukul 
10.30). 
 
  Perceived Ease of Use diartikan sebagai suatu tingkat keyakinan seseorang 
bahwa penggunaan sistem tertentu adalah mudah. Penggunaan sistem sangat 
dipengaruhi oleh keinginan untuk menggunakan. Persepsi pengguna terhadap 
kemudahan dalam menggunakan teknologi dipengaruhi beberapa faktor. Faktor 
pertama berfokus pada teknologi itu sendiri, misalnya pengalaman pengguna terhadap 
penggunaaan teknologi yang sejenis. Pengalaman baik pengguna akan teknologi 
sejenis akan mempengaruhi persepsi pengguna terhadap teknologi baru yang 
disediakan, begitu pula sebaliknya. Faktor kedua adalah reputasi akan teknologi 
tersebut yang diperoleh oleh pengguna. Reputasi baik yang didengar oleh pengguna 
akan mendorong keyakinan penguna akan kemudahan penggunaan teknologi 
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tersebut,demikian pula sebaliknya. Teknologi yang dimaksud bukan hanya teknologi 
yang akan diadopsi tetapi juga teknologi lain yang sejenis dengan teknologi yang akan 
diadopsi. Faktor ketiga yang mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kemudahan 
menggunakan teknologi adalah tersedianya mekanisme support yang handal. 
Mekanisme support yang terpercaya akan mempengaruhi kepercayaan pengguna akan 
kemudahan teknologi misalnya pengguna merasa yakin bahwa terdapat mekanisme 
support yang handal jika kesulitan menggunakan teknologi maka mendorong persepsi 
pengguna kearah lebih positif, demikian pula sebaliknya. 
  Pemanfaatan teknologi dalam proses audit ini tidak terlepas dari persepsi 
pengguna atas kemudahan penggunaan sistem serta kegunaan atau manfaat dari sistem 
itu sendiri. Dengan tertanamnya persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan 
sistem, dapat membuat penggunaan sistem secara meluas. Persepsi kemudahan 
diartikan sebagai suatu tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan sistem tertentu 
adalah mudah. Persepsi pengguna atas kemudahan sistem ini tidak lain adalah auditor. 
Salah seorang auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mengungkapkan 
bahwa: 
  “Pada awalnya auditor tidak harus ahli dalam bidang komputer untuk keperluan 
pemeriksaan/audit. Namun sekarang, dengan kemajuan teknologi seorang 
auditor tidak hanya harus ahli dalam bidangnya, tetapi juga harus memiliki 
kemampuan tertentu di bidang komputer. Auditor dalam suatu perusahaan 
berperan penting dalam memeriksa sistem informasi akuntansi pada perusahaan 
tersebut. Seorang auditor harus dapat memastikan apakah sistem informasi itu 
sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya atau malah melenceng dari kebijakan 
perusahaan” (Mr. X, 2 November 2017, Pukul 10.30). 
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  Sebagai lembaga negara yang berbasis kerja pemeriksaan, BPK RI telah 
mampu melihat peluang efisiensi dan efektivitas kerja pemeriksaan dengan 
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (E-Audit), sehingga kegiatan 
pemeriksaan yang dilakukan secara rutin oleh BPK RI dapat dilaksanakan secara 
efektif dan efisien. Bapak Aditya Aditya Pradana mengungkapkan bahwa: 
“Sebagai bagian dari pilot project atas pelaksanaan E-Audit yang telah 
dicanangkan mulai tahun 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat 
telah melakukan persiapan-persiapan untuk mendukung tercapainya sasaran E-
Audit tersebut. Persiapan yang dilakukan diantaranya dengan menyiapkan 
server khusus untuk pelaksanaan E-Audit dan laptop untuk pegawai”. (Aditya 
Pradana, 2 November 2017, Pukul 10.30). 
Efektivitas suatu sistem yang baik tergantung pada tingkat keyakinan pengguna 
pada sistem teknologi tersebut. Dengan keyakinan pengguna pada sistem E-Audit 
khususnya auditor yang diberi tugas dalam mengaudit suatu laporan keuangan 
pemerintahan akan mempermudah pekerjaannya baik pada suatu organisasi bisnis 
maupun sektor publik serta meningkatkan pengawasan terhadap penyimpangan bila 
terjadi kecurangan (fraud). Konsep penerapan E-Audit yang akan diterapkan oleh BPK 
ada beberapa prasyarat utama agar pelaksanaan E-Audit tersebut berjalan dengan baik. 
Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suryani M bahwa: 
“Untuk mendukung keberhasilan E-Audit ada dua hal utama yang dibutuhkan. 
Pertama, ketersediaan jarinngan internet yang memadai. Kedua, sumber daya 
manusia yang memiliki pengetahuan di bidang komputer. Pengetahuan SDM di 
bidang komputer dibutuhkan karena pelaksanaan E-Audit dilakukan dengan 
berbasis komputer” (Suryani M, 2 November 2017, Pukul 10.30). 
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Kunci keberhasilan E-Audit terletak pada Sumber Daya Manusia (SDM) di 
segala lini. Hal ini dikarenakan mekanisme teknologi yang masuk dalam instrument 
operasional dan aturan yang berlaku dalam instrument manajemen. Alat, hardware, 
software merupakan hal mudah dibeli, namun yang sulit adalah bagaimana manusianya 
bisa menjalankan itu semua dengan profesional dan memperhatikan unsur kerahasiaan 
data pada auditee. Sumber Daya Manusia yang harus dipenuhi dalam E-Audit terdiri 
dari dua hal, yaitu dari keahlian auditor dan dari segi auditee. 
Keahlian auditor untuk Audit Konvensional berbeda dengan audit pada E-
Audit, perbedaan terletak pada keahlian mengaudit tidak saja pada pengujian transaksi 
pada laporan keuangan yang disajikan oleh obyek yang diperiksa tetapi secara 
elektronik dan kerahasiaan data auditee harus dijaga dan password harus ekstra aman. 
Tim audit dari awal mendapat data dari auditee harus konfirmasi secara elektronik 
bahwa data yang dikirim oleh auditee telah benar sesuai tanda tangan digital dan 
sertifikat digital yang ada pada database e-BPK data yang masuk dari auditee. 
Suatu kompetensi atau keahlian dari seorang pemeriksa khususnya dalam 
penggunaan E-Audit dapat dicapai melalui pengetahuan serta pengalaman kerja di 
bidang audit. Seorang auditor BPK harus memiliki kompetensi yang tinggi untuk 
meyakinkan klien dan pihak lainnya bahwa jasa audit yang dilakukannya dapat 
dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas dalam hal mutu dan 
profesionalisme. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan atau 
kemampuan yang dikuasai seseorang dan telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga 
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ia dapat melakukan perilaku kognitif, efektif dan psikomotorik dengan baik. 
Kompetensi auditor yang semakin baik, akan menjadikan hasil pemeriksaan E-Audit 
semakin efektif. Sistem E-Audit memberikan keuntungan bagi BPK selaku auditor 
maupun Auditee. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Aditya Pradana bahwa: 
“Sebagai auditor, keuntungan yang didapatkan dalam menggunakan sistem E-
Audit yaitu pemeriksaan akan lebih efektif. Cakupan pemeriksaan akan lebih 
luas, biaya pemeriksaan akan lebih hemat, serta proses dan penyelesaian 
pemeriksaan akan lebih cepat. Sedangkan bagi auditee, sistem E-Audit dapat 
memberikan keuntungan seperti lebih menghemat waktu dalam menyediakan 
dokumen pertanggungjawaban keuangan” (Aditya Pradana, 2 November 2017, 
Pukul 10.30). 
  Ada beberapa indicator yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai 
keefektifan kinerja dari sistem E-Audit menurut Cascio dalam Nindyastuti (2014), 
yaitu: 
1. Efektif dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya. 
2. Efektif dan efisien dalam pengumpulan data hingga proses pemeriksaan. 
3. Kepekaan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
4. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah dapat ditegakkan. 
  Kompetensi auditor sudah disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan 
Negara (SPKN) yang merupakan patokan bagi pemeriksa dalam melaksanakan 
pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Seperti 
halnya yang dinyatakan oleh Ibu Suryani M bahwa: 
  “Kompetensi auditor dapat dibentuk dan ditingkatkan melalui pendidikan 
formal di lembaga-lembaga pendidikan maupun pendidikan nonformal dengan 
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ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh internal 
BPK maupun dari eksternal BPK” (Suryani M, 2 November 2017, Pukul 10.30). 
  Kualitas audit merupakan kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan 
pada laporan keuangan dan melaporkannya pada pengguna laporan keuangan. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa untuk mendeteksi kesalahan maupun untuk 
menghasilkan laporan keuangan hasil audit yang berkualitas diperlukan adanya 
kompetensi yang memadai dari seorang auditor. 
  Penggunaan teknologi informasi dalam menunjang sistem informasi 
memberikan pengaruh terhadap hampir semua aspek dalam pengelolaan bisnis. 
Keberhasilan sistem informasi suatu perusahaan tergantung bagaimana sistem tersebut 
dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi 
yang digunakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang auditor BPK RI 
Perwakilan provinsi Sulawesi Barat bahwa: 
  “Jika teknologi informasi yang tersedia cocok dengan tugas yang harus 
diselesaikan dan kemampuan individu pemakai yang dalam hal ini kami para 
auditor, maka kami akan memanfaatkan teknologi sistem informasi tersebut 
dalam menjalaskan tugas kami. Hal ini tentu akan berkontribusi pada 
pencapaian kinerja auditor yang akan semakin tinggi” (Mr. X, 2 November 
2017, Pukul 10.30). 
 
 
C. Dampak Penggunaan Teknologi Baru Terhadap Kinerja Auditor dalam    
Mengoptimalkan Proses Audit 
  Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah membawa dunia memasuki 
era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Mengetahui tren 
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bahwa perkembangan teknologi dalam sistem informasi akuntansi akan membantu 
manajemen dalam penyusunan strategi untuk bersaing. Kegunaan sistem informasi 
baru di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk 
mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Seperti halnya dengan sistem E-
Audit yang digunakan auditor BPK dalam melakukan pemeriksaan, tentu akan 
memberikan manfaat-manfaat positif yang dapat menunjang suatu keberhasilan audit 
yang dilakukan oleh auditor, seperti yang dikatakan oleh Ibu Suryani M selaku auditor 
BPK RI Perwakilan provinsi Sulawesi Barat: 
  “Sistem E-Audit sangat mudah digunakan dan dioperasikan sehingga sangat 
membantu kami para auditor dalam melakukan pemeriksaan. Jika dibandingkan 
dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara manual, E-Audit tentu lebih 
memberikan banyak keuntungan bagi kami, seperti proses audit yang tentu jauh 
lebih mudah, pengolahan data lebih cepat, dokumentasi bukti audit lebih 
komprehensif dan efisien, serta mengurangi penggunaan kertas” (Suryani M, 2 
November 2017, Pukul 10.30). 
 
  Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan 
dengan cara menggunakan sistem E-Audit akan semakin efisien dan efektif. Waktu 
yang digunakan auditor di entitas yang diperiksa untuk proses pengumpulan dan 
pengunduhan data akan dapat berkurang. Itu karena, sebagian atau bahkan seluruh data 
sudah bias diakses dari kantor BPK. Dengan terbentuknya BPK Sinergi, efektifitas 
pemeriksaan BPK bisa terlaksana. Dengan begitu, optimalisasi pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara yang transparan dan akuntabel pun dapat terwujud. 
Ujungnya, harapan akan berkurangnya KKN secara sistemik, terwujudnya optimalisasi 
penerimaan negara, dan pengeluaran negara yang efektif, akan semakin dekat dengan 
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kenyataan. Keuangan Negara pun akan dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Zalzalah: 
                                
Terjemahannya: 
7.Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat an 
Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat 
(balasan)nya pula. 
  Dengan melihat keadaan ini, jelas terlihat bahwa kebutuhan baru akan sistem 
informasi bagi perusahaan atau organisasi yaitu teknologi yang mampu adaptif 
terhadap perubahan sehingga hal itu akan menambah kepercayaan individu pengguna 
teknologi informasi. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, persepsi kegunaan 
atau manfaat dan persepsi kemudahan pengguna tentu merupakan suatu kepercayaan 
mengenai proses pengambilan keputusan. Ketika auditor mempercayai bahwa sistem 
informasi yang diterapkan kurang bermanfaat maka ia tidak akan mengoperasikannya. 
Konsep yang berasal dari model TAM ini juga meunjukkan manfaat sistem bagi 
pemakainya yang erat dikaitkan dengan efektivitas, efisiensi, kinerja pekerjaan dan 
manfaat secara keseluruhan.  
  Goodhue dalam Jumaili (2005) mengemukakan bahwa kepercayaan terhadap 
teknologi sistem informasi dalam mengevaluasi kinerja individual diperlukan oleh 
manajemen untuk memastikan bahwa sistem informasi yang berbasis komputer 
tersebut dapat digunakan untuk mengendalikan kinerja bawahan. Keberhasilan sistem 
67 
 
 
 
informasi suatu perusahaan tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan 
sistem itu bagi para pemakainya dan pemanfaatan teknologi yang digunakan. Maka 
keberhasilan sistem E-Audit bagi para auditor BPK tergantung bagaimana sistem E-
Audit tersebut dijalankan oleh para auditor, Ibu Suryani M mengungkapkan bahwa: 
  “Output yang dihasilkan dari implementasi E-Audit bagi auditor BPK, antara 
lain: 1) BPK memanfaatkan pusat data dari sistem E-Audit dalam pemeriksaan 
terhadap entitas secara elektronik sehingga pemeriksaan bisa berjalan lebih 
efektif. Terbentuknya pusat data BPK RI dengan menggabungkan data 
elektronik BPK RI dengan data elektronik entitas yang diperiksa (auditee) 
mempermudah pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK RI dan mendorong 
transparansi serta akuntabilitas data entitas yang diperiksa; 2) BPK akan 
mampu melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara dengan lebih efisien karena adanya penghematan waktu 
pemeriksaan. Penghematan waktu terjadi karena dokumen-dokumen yang 
digunakan dalam proses pemeriksaan diperoleh BPK dengan mudah dan cepat 
akibat adanya sistem E-Audit yang merekam data secara real time dan 
pertukaran data dengan cepat melalui jaringan internet; 3) dengan 
memanfaatkan pusat data, BPK akan lebih mudah melakukan pemeriksaan dan 
menelusuri transaksi keuangan harian entitas yang diperiksa dan menemukan 
bukti-bukti transaksi tersebut sehingga mampu mengetahui adanya 
ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan negara secara dini; 4) Terkait 
fungsi pengelolaan keuangan negara, BPK akan mampu melaksanakan tugas 
perencanaan, penguasaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban 
secara efektif dan efisien; 5) BPK mampu memberikan laporan 
pertanggungjawaban dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara tepat waktu 
serta dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
Laporan Hasil Pemeriksaan ini juga berfungsi untuk meminimalkan 
penyalahgunaan keuangan, mencegah gejala korupsi dan sebagai alat bukti 
yang cukup kuat dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi” (Suryani M, 
2 November 2017, Pukul 10.30). 
 
  Konstruk evaluasi pemakai diri sendiri merupakan suatu konstruk yang sangat 
luas dan evaluasi pemakai merupakan suatu evaluasi atau pengukuran tentang sikap 
dan kepercayaan individu terhadap sesuatu, baik barang maupun jasa. Goodhue dalam 
Jumaili (2005) mengajukan konstruk hubungan kecocokan tugas teknologi untuk 
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dijadikan sebagai acuan evaluasi pemakai dalam sistem informasi. Dalam model ini 
dinyatakan bahwa pemakai akan memberikan nilai evaluasi yang tinggi (positif) tidak 
hanya dikarenakan oleh karakteristik sistem yang melekat, tetapi lebih kepada sejauh 
mana sistem tersebut dipercaya dapat memenuhi kebutuhan tugas mereka dan sesuai 
dengan kebutuhan tugas mereka. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dalam penulisan Skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Efektivitas suatu sistem yang baik tergantung pada tingkat keyakinan pengguna 
pada sistem teknologi tersebut. Dengan keyakinan pengguna pada sistem E-
Audit khususnya auditor yang diberi tugas dalam mengaudit suatu laporan 
keuangan pemerintahan akan mempermudah pekerjaannya baik pada suatu 
organisasi bisnis maupun sektor publik serta meningkatkan pengawasan 
terhadap penyimpangan bila terjadi kecurangan (fraud). Pemanfaatan teknologi 
dalam proses audit ini tidak terlepas dari persepsi pengguna atas kemudahan 
penggunaan sistem serta kegunaan atau manfaat dari sistem itu sendiri. Dengan 
tertanamnya persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan sistem, dapat 
membuat penggunaan sistem secara meluas. Persepsi kemudahan diartikan 
sebagai suatu tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan sistem tertentu 
adalah mudah. Pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sendiri 
berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, persepsi kegunaan dan 
persepsi kemudahan pengguna memberikan kontribusi positif bagi para auditor. 
Auditor merasa mudah dalam menggunakan bantuan teknologi dalam 
70 
 
70 
 
melakukan proses pemeriksaan, auditor merasa mudah dalam menggunakan 
sistem E-Audit dan mempermudah auditor dalam menjalankan tugasnya. 
Dengan menggunakan sistem E-Audit tersebut dapat menghemat waktu dalam 
proses pemeriksaan sehingga proses pemeriksaan yang dilakukan berjalan lebih 
efektif dan efisien. 
2. Memanfaatan kemajuan teknologi informasi (TI), E-Audit mampu mendukung 
pelaksanaan pemeriksaan (audit) yang lebih efektif dan efisien, terutama dari 
sisi pengumpulan dan pengolahan (pengujian transaksi) data untuk keperluan 
audit. Pelaksanaan pengumpulan data (elektronis) menjadi lebih efektif karena 
dapat dilakukan sewaktu-waktu dari kantor BPK serta bersifat real time online. 
Pengolahan data berbentuk elektronis dapat dilakukan dengan berbantuan 
komputer sehingga audit dapat dilakukan dengan lebih efisien. Kegunaan 
sistem informasi baru di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, 
tetapi juga untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Dengan 
terbentuknya BPK Sinergi, efektifitas pemeriksaan BPK bisa terlaksana. 
Dengan begitu, optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 
yang transparan dan akuntabel pun dapat terwujud.   
B. Implikasi Penelitian  
  Implikasi yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas keterbatasan yang 
ada untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Dengan penelitian ini Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dapat 
meningkatkan kualitas dalam hal pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban 
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keuangan negara dimana proses pemeriksaannya menggunakan teknologi informasi 
yang menjadi landasan terhadap proses pelaksanaan audit, sehingga dapat 
menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan 
kebutuhan pemangku kepentingan. 
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Daftar Pertanyaan Wawancara 
Mengacu dari UU No 17 Tahun 2003 tentang reformasi keuangan negara yang telah 
menetapkan asas pengelolaan keuangan negara yang akuntabilitas berorientasi pada 
hasil, profesionalitas, keterbukaan, serta pemeriksaan keuangan oleh badan 
pemeriksa yang bebas dan mandiri. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai 
instansi yang terkait merespon dengan mengeluarkan sebuah program yang bernama 
BPK Sinergi yang ditetapkan oleh Kebijakan Pimpinan BPK periode 2009-2014 dan 
menyusun Rencana Strategis BPK 2011-2015 yang salah satu isinya menyebutkan 
tentang penerapan E-Audit, dimana teknologi informasi menjadi landasan terhadap 
proses pelaksanaan audit. 
No. Petanyaan Jawaban 
1 Bagaimana upaya BPK dalam 
melaksanakan proses 
pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara 
agar berjalan lebih efektif dan 
efisien? 
Januari 2011 lalu, genap 64 tahun sudah 
usia Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
RI. Di usianya itu, lembaga negara ini 
makin giat melakukan pemeriksaan 
pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara. Salah satu langkahnya 
adalah dengan mulai membangun 
pengawasan dengan sistem E-Audit, yaitu 
pengawasan melalui pusat data BPK yang 
menggabungkan data elektronik BPK (e-
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BPK) dengan data elektronik auditee atau 
pihak yang diperiksa oleh BPK, seperti 
kementerian negara, pemerintah daerah, 
BUMN, BUMD, dan lain-lain. 
Teori TAM memperkenalkan dua variabel kunci, yaitu Perceived Ease Of Use 
(persepsi kemudahan pengguna) dan Perceived Usefulness (persepsi kemanfaatan), 
yang memiliki relevancy pusat untuk memprediksikan sikap penerimaan pengguna 
terhadap teknologi komputer. 
2 Apakah kepercayaan akan 
teknologi sistem informasi 
berpengaruh terhadap kinerja 
auditor berdasarkan 
kemanfaatan penggunaan 
teknologi yang saat ini 
diyakini dapat mempermudah 
pekerjaan dari penggunanya? 
Kemanfaatan penggunaan teknologi 
informasi dapat diketahui dari kepercayaan 
pengguna teknologi informasi tersebut dalam 
memutuskan penerimaan teknologi informasi 
tersebut. Dengan satu kepercayaan bahwa 
penggunaan teknologi informasi tersebut 
memberikan kontribusi positif bagi 
penggunanya. Misalnya saja seseorang 
mempercayai dan merasakan dengan 
menggunakan komputer sangat membantu 
dan meningkatkan prestasi kerja yang akan 
dicapainya, atau dengan kata lain orang 
tersebut mempercayai penggunaan teknologi 
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informasi telah memberikan manfaat 
terhadap pekerjaan dan pencapaian prestasi 
kerjanya. 
3 Apakah dengan penggunaan 
Teknologi Informasi dalam 
melakukan proses audit 
auditor dituntut untuk ahli di 
bidang komputer? 
Pada awalnya auditor tidak harus ahli dalam 
bidang komputer untuk keperluan 
pemeriksaan/audit. Namun sekarang, dengan 
kemajuan teknologi seorang auditor tidak 
hanya harus ahli dalam bidangnya, tetapi juga 
harus memiliki kemampuan tertentu di 
bidang komputer. Auditor dalam suatu 
perusahaan berperan penting dalam 
memeriksa sistem informasi akuntansi pada 
perusahaan tersebut. Seorang auditor harus 
dapat memastikan apakah sistem informasi 
itu sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya 
atau malah melenceng dari kebijakan 
perusahaan. 
4 Apa saja hal-hal yang telah 
dilakukan guna mendukung 
pelaksanaan sistem E-Audit 
Sebagai bagian dari pilot project atas 
pelaksanaan E-Audit yang telah dicanangkan 
mulai tahun 2012, BPK RI Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan 
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pada BPK RI Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Barat? 
persiapan-persiapan untuk mendukung 
tercapainya sasaran E-Audit tersebut. 
Persiapan yang dilakukan diantaranya 
dengan menyiapkan server khusus untuk 
pelaksanaan E-Audit dan laptop untuk 
pegawai. 
5 Apa saja yang dibutuhkan 
untuk mendukung 
keberhasilan sistem E-Audit? 
Untuk mendukung keberhasilan E-Audit ada 
dua hal utama yang dibutuhkan. Pertama, 
ketersediaan jarinngan internet yang 
memadai. Kedua, sumber daya manusia yang 
memiliki pengetahuan di bidang komputer. 
Pengetahuan SDM di bidang komputer 
dibutuhkan karena pelaksanaan E-Audit 
dilakukan dengan berbasis komputer. 
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6 Apa keuntungan yang 
didapatkan dalam 
menggunakan sistm E-Audit? 
Sebagai auditor, keuntungan yang didapatkan 
dalam menggunakan sistem E-Audit yaitu 
pemeriksaan akan lebih efektif. Cakupan 
pemeriksaan akan lebih luas, biaya 
pemeriksaan akan lebih hemat, serta proses 
dan penyelesaian pemeriksaan akan lebih 
cepat. Sedangkan bagi auditee, sistem E-Audit 
dapat memberikan keuntungan seperti lebih 
menghemat waktu dalam menyediakan 
dokumen pertanggungjawaban keuangan. 
Seorang auditor BPK harus memiliki kompetensi yang tinggi untuk meyakinkan klien 
dan pihak lainnya bahwa jasa audit yang dilakukannya dapat dipercaya, dapat 
dipertanggungjawabkan dan berkualitas dalam hal mutu dan profesionalisme. 
Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan atau kemampuan yang 
dikuasai seseorang dan telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan 
perilaku kognitif, efektif dan psikomotorik dengan baik. Kompetensi auditor yang 
semakin baik, akan menjadikan hasil pemeriksaan E-Audit semakin efektif. 
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7 Bagaimana cara membentuk 
kompetensi auditor sehingga 
auditor dapat menghasilkan 
hasil pemeriksaan/audit yg 
efektif? 
Kompetensi auditor dapat dibentuk dan 
ditingkatkan melalui pendidikan formal di 
lembaga-lembaga pendidikan maupun 
pendidikan nonformal dengan ikut serta dalam 
pendidikan dan pelatihan yang 
diselenggarakan oleh internal BPK maupun 
dari eksternal BPK 
8 Apakah penggunaan 
Teknologi Informasi dalam 
mengaudit berkontribusi 
terhadap pencapaian kinerja 
auditor? 
Jika teknologi informasi yang tersedia cocok 
dengan tugas yang harus diselesaikan dan 
kemampuan individu pemakai yang dalam hal 
ini kami para auditor, maka kami akan 
memanfaatkan teknologi sistem informasi 
tersebut dalam menjalaskan tugas kami. Hal 
ini tentu akan berkontribusi pada pencapaian 
kinerja auditor yang akan semakin tinggi. 
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9 
 
 
 
 
 
 
 
Aapakah sistem E-Audit 
mudah digunakan dan 
dioperasikan oleh auditor? 
Sistem E-Audit sangat mudah digunakan dan 
dioperasikan sehingga sangat membantu kami 
para auditor dalam melakukan pemeriksaan. 
Jika dibandingkan dengan pemeriksaan yang 
dilakukan dengan cara manual, E-Audit tentu 
lebih memberikan banyak keuntungan bagi 
kami, seperti proses audit yang tentu jauh lebih 
mudah, pengolahan data lebih cepat, 
dokumentasi bukti audit lebih komprehensif 
dan efisien, serta mengurangi penggunaan 
kertas. 
10 Apa output yang dihasilkan 
dari implementasi E-Audit 
bagi auditor? 
Output yang dihasilkan dari implementasi E-
Audit bagi auditor BPK, antara lain: 1) BPK 
memanfaatkan pusat data dari sistem E-Audit 
dalam pemeriksaan terhadap entitas secara 
elektronik sehingga pemeriksaan bisa berjalan 
lebih efektif. Terbentuknya pusat data BPK RI 
dengan menggabungkan data elektronik BPK 
RI dengan data elektronik entitas yang 
diperiksa (auditee) mempermudah 
pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK RI dan 
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mendorong transparansi serta akuntabilitas 
data entitas yang diperiksa; 2) BPK akan 
mampu melakukan tugas pemeriksaan 
pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara dengan lebih efisien karena 
adanya penghematan waktu pemeriksaan. 
Penghematan waktu terjadi karena dokumen-
dokumen yang digunakan dalam proses 
pemeriksaan diperoleh BPK dengan mudah 
dan cepat akibat adanya sistem E-Audit yang 
merekam data secara real time dan pertukaran 
data dengan cepat melalui jaringan internet; 3) 
dengan memanfaatkan pusat data, BPK akan 
lebih mudah melakukan pemeriksaan dan 
menelusuri transaksi keuangan harian entitas 
yang diperiksa dan menemukan bukti-bukti 
transaksi tersebut sehingga mampu 
mengetahui adanya ketidakwajaran dalam 
pengelolaan keuangan negara secara dini; 4) 
Terkait fungsi pengelolaan keuangan negara, 
BPK akan mampu melaksanakan tugas 
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perencanaan, penguasaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan pertanggungjawaban secara 
efektif dan efisien; 5) BPK mampu 
memberikan laporan pertanggungjawaban dan 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara tepat 
waktu serta dapat diakses dengan mudah oleh 
pihak-pihak yang bersangkutan. Laporan Hasil 
Pemeriksaan ini juga berfungsi untuk 
meminimalkan penyalahgunaan keuangan, 
mencegah gejala korupsi dan sebagai alat bukti 
yang cukup kuat dalam penanganan kasus 
tindak pidana korupsi. 
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